SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Indonesia  Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang  Sistem = Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

w

10.

11.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan
Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.



12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
PD, serta pagu anggaran sementara yang
didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan PPAS APBD.

13. Tuyjuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahunan.

14. Sasaran adalah  rumusan  kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
PD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2
Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun
2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026.

Pasal 3
Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sekurang-kurangnya memuat;
a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
Penutup; dan
lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

mo oo



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4

Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari

Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan

digunakan PD untuk melaksanakan Rencana

Kerja PD;

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1)

bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu
dan capaian kinerja pelayanan PD;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas antara Renja PD dengan dokumen
RKPD dan Renstra PD;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan penganggaran dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan
kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan
pagu dan indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan

Pasal 5
Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar
penyusunan RKA PD.
Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang
mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-
2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang
tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a.

Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD
sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah
disepakati bersama DPRD;

Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi
dengan berita acara atau risalah rapat antara PD
dengan DPRD; dan



d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana  dimaksud pada  huruf ¢
dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan
Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi
kinerja dan anggaran secara berkala atas
pelaksanaan Renja PD.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.

(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi

kendala atau permasalahan teknis maka dapat
disampaikan secara manual.

(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun Dberikutnya dan/ atau
perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil
Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah.



(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitan dan pengembangan
Daerah  melakukan  verifikasi atas hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD
terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.
Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan
pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

Renja PD dapat diubah apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud
dalam pasal 9; dan

c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan
sasaran PD beserta target indikatornya,
sebagaimana tertuang didalam Renstra PD
Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :

a. pagu anggaran program;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja program;
dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan
pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD
tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024
BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 110

salinan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM

Ot

YANA ROSMIANA, 5.H.M.H
Pembina Tk.I

NIF. 196901011999012001
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Menimbang

Mengingat

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
484);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);



Menetapkan

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi
Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2021 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016
Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

@

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota
yang dipimpin oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan
Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
PD, serta pagu anggaran sementara yang



didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi  yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
PD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis dari
tujuan program dan kebijakan.

19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan  berfungsinya  keluaran  dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu
pada sasaran strategis dan tujuan yang telah
ditetapkan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun
2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026.

Pasal 3
Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sekurang-kurangnya memuat; Latar belakang dan



Dasar Hukum, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu,
tujuan dan sasaran PD, rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah, dan penutup serta lampiran
program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4
(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari

Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan

digunakan PD untuk melaksanakan Rencana

Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1)
bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu
dan capaian kinerja pelayanan PD;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas antara Renja PD dengan dokumen
RKPD dan Renstra PD;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program  dan = penganggaran dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan
kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan
pagu dan indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan

Pasal 5
(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
PD.
(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Perbup tentang Renstra PD
Tahun 2021-2026.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6
Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang
tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;



a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD
sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah
disepakati bersama DPRD;

C. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita
acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD;
dan

d. Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan pada saat
penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7
(1) PD membuat laporan realisasi kinerja dan
anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja
PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.

(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi

kendala atau permasalahan teknis maka dapat
disampaikan secara manual.

(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun berikutnya dan/ atau
perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3)

(1)

(2)

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9
PD melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil
Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah.
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitan dan pengembangan
Daerah  melakukan  verifikasi atas hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD
terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.
Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan
pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

Renja PD dapat diubah apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud
dalam pasal 9; dan

c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan
sasaran PD Dbeserta target indikatornya,
sebagaimana tertuang didalam Renstra PD
Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :

a. pagu anggaran program;

b. kegiatan dan sub kegiatan;
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c. perubahan target indikator kinerja program;
dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan
pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD
tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JIn. Raya Soreang KM. 17 Telp./Fax (022) 85872591 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bpbdkabbandung@gmail.com
http://bpbd-kabbandung.blogspot.com

oo ] > — Xy
,»-’J»:»':-t FARH REHIA Remans | S

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR  : 000.7.2/Kep.061/BPBD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah merupakan
hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang
langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa,
siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa
sumberdaya yang akan digunakan serta berbagai keterangan
mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil yang
dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya
kebencanaan ;

b. bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tersebut
dapat menggambarkan secara akuntabel rencana kerja suatu
instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu
dibentuk Tim Penyusunan RENJA,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang
perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025, yang terdiri dari ketua tim, sekretaris dan
anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana
BPBD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950)


https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_perencanaan
http://bpbd-kabbandung.blogspot.com/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004
tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerabh;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan



Penanggulangan Bencana Daerah;

17.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerabh;

18.Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

19. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerabh;

20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
Daerabh;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, = Kodefikasi Dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerabh;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bandung;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Urusan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010
Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bandung;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013
Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi
Publik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Di Kabupaten
Bandung;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2036;

28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023



tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bandung;

30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107-
Bappelitbangda/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

KESATU . Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA . Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam
lajur 2 adalah Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung bertugas
menghimpun bahan-bahan dan menyusun Rencana Kerja
(RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 13 Januari 2024

Kepala Pelaksana

B TPepanggulangan Bencana Daerah
TAH Kq,0°

\ DrénUKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
2. Yang bersangkutan;

3. Arsip.



LAMPIRAN | : Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung

Nomor : 000.7.2/Kep.061/BPBD/2024

Tanggal : 13 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
(RENJA) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung

Tahun 2025
NO JABATAN KEDUDUKAN
1. | Kepala Pelaksana BPBD Pembina
2. | Sekretaris BPBD Ketua Tim
3. | Perencana Ahli Muda Sekretaris
4. | Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota
5. | Kabid Kedaruratan dan Logistik Anggota
6. | Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Anggota
7. | Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
8. | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Anggota
9. | Non PNS Operator

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 13 Januari 2024

Kepala Pelaksana

: '-Egaten Bandung
AW

Pembina Utama Muda, 1V/c
NIP. 19670914 199501 1 001



Kata PENGANTAR

Kabupaten Bandung yang memiliki kondisi geografis berupa
dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan
banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan
tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Kabupaten Bandung
juga berisiko mengalami bencana lainnya antara lain gempa

bumi, gerakan tanah, longsor, kekeringan, kebakaran

hutan/lahan dan wabah penyakit lain seiring terjadinya bencana.

Penanganan penanggulangan bencana terdapat pada beberapa tahapan
diantaranya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan kedaruratan pada saat
kejadian dan penanganan penanggulangan pada paska bencana, hal ini sudah menjadi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Tugas pokok dan fungsi tersebut selain dari aspek teknis operasional
penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya tidak terlepas dari aspek
perencanaan. BPBD untuk melaksanakan penyusunan Dokumen perencanan yang
mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu
tahap persiapan penyusunan OPD, tahap penyusunan renja OPD, dan tahap penetapan
renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Untuk mewujudkan good governance, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai
dan sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, BPBD
Kabupaten Bandung Tahun 2025 bermaksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
dengan dukungan sumber pembiayaan/anggaran terhadap program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan
dasar terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
i



3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program
/| kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.
Melalui Rencana Kerja ini, diharapkan BPBD dalam menjalankan tugas dan
fungsinya dapat diselenggarakan secara optimal serta dapat memberikan kejelasan dan
manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang

membutuhkannya.

Soreang, 16 Juli 2024
Kepala Pelaksana

Baggfrgagggpggulangan Bencana Daerah

TAH
Jan A K '—aten Bandung
Yy / ¥ \

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki
Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) PD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025
telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2024,
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk keterpaduan Rancangan Awal Renja PD yang selanjutnya menjadi pedoman
untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah..

Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan 1
(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat
yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, Hal ini juga untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Dokumen Renja ini, BPBD melakukan
pemetaan dari Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.151.1317/2023 Tahun 2023 Tentang
Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait
serta hasil identifkasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten
Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Bandung sebagai
pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan
focus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan
isu isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi

Pemerintah Kabupaten Bandung adalah :

RENJA BPBD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif,
Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-3 (Ketiga) yaitu
“3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat
yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan
berwawasan lingkungan”.

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu
komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut
didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana.
Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan
dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya
bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal
tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir
upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa
infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan
rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan program
dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerabh;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah;

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota;

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
Daerabh;

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah,;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.3

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.151.1317 Tahun 2023 Tentang

Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang

Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam

Penyelengaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perrubahan atasa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bandung.

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun
2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan
tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok
ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah bagi BPBD Kabupaten Bandung pada
tahun 2025 serta terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan
pelayanan penanganan penanggulangan kebencanaan di wilayah Kabupaten
Bandung
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan

Penanggulangan Bancana Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun
2025;

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dari penjabaran
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Bandung Tahun 2025;

3. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya,;
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4. Sebagai pedoman / arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB | PENDAHULUAN
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1.2

1.3

1.4

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses
penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen
RKPD, Renstra  PD, dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
PD.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan

garis besar isi.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD, memuat
kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Renja PD, berisikan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan
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2.3

2.4

dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian
mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan
peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan RKPD

BAB Il TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V PENUTUP
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu

< Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan
@\ ‘ kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
@ atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung merupakan penjabaran
perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan — kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten
Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD
Kabupaten Bandung selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan
sebagai berikut:
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input),
keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini
diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing
jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  Kabupaten Bandung tahun 2025 dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bandung beserta target dan capaian realisasinya. Hasil sebagaimana
tersebut diatas, dapat kami sampaikan dan jelaskan berdasarkan indikator

kegiatan yang terdapat pada Tabel berikut ini :
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Tabel 2.1

Capaian Kinerja Tahun 2023

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR T Reali i Capaian
TUJUAN arget ealisasi (Persentase)
/SASARAN
1. Indeks
Kapasitas Daerah | 0,56 0,56 100
Meningkatnya (IKD)
kapasitas daerah 2. Persentase
dalam peningkatan
penangulangan pelayanan kepada 100 100 100
Meningkatnya bencana warga masyarakat
kapasitas daerah yang terkena
1 | dan dampak bencana
kesiapsiagaan :
masyarakat I\K/Ij;i?fskz?;?'a o 72 77,60 107,77
terhadap bencana J 1 Nilai SAKIP
Aparatur dan
Penyelenggaraan ilai
Y/ a9 _ 2 Nilai IKM 77 83.43 108.18
Urusan Pemerintahan
Bidang Keterntraman
dan Ketertiban Umum | 3. Pesentase
Serta Perlindungan BMD Kondisi 80 48,64 60,80
Baik

Masyarakat

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran

BPBD

pada tahun

2023 adalah

sebesar Rp.

14.806.965.229 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan
Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

terealisasi sebesar Rp. 12.945.539.425 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus

Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus

Dua Puluh Lima Rupiah) atau pencapaian 87.43%, dengan rincian belanja

sebagai berikut :

a) Belanja Operasi sebesar

Rp. 14.199.121.740 (empat belas milyar

seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu

tujuh ratus empat puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp

12.340.707.169 (dua belas milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh

ratus tujuh

pencapaian 86,91%;

b)

ribu seratus enam puluh Sembilan Rupiah) atau

Belanja Modal sebesar Rp. 607.843.489 (enam ratus tujuh juta

delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh

Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 604.832.256 (enam

ratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima

puluh enam Rupiah) atau pencapaian 99.45%.
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Adapun untuk anggaran realisasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023

Uraian Program, Kegiatan dan

Target

Sisa Anggaran

. : . 0
Kode Rekening Sub Kegiatan Indikator Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Yo Rp
PROGRAM PENUNJANG ] H::Z: ISKAI\;('P
1.05.01 URUSAN PEMERINTAHAN — 10.912.496.743 9.336.037.729 85,55 | 1.576.459.014
Persentase Aset BMD dalam kondisi
DAERAH baik
Persentase Dokumen Perencanaan,
perencanaan, Penganggaran, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
1.05.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat gangg ; J 67.540.000 60.996.160 | 90,31 | 6.543.840
Perangkat Daerah yang disusun
Daerah .
sesuai ketentuan dan tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
1.05.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 20.000.000 17.440.123 87,20 2.559.877
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
1.05.01.2.01.02 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 15.992.000 14.543.894 90,94 1.448.106
Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
1.05.01.2.01.04 y Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2.420.000 2.100.000 86,78 320.000
Dokumen DPA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
1.05.01.2.01.06 | Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 29.128.000 26.912.143 92,39 2.215.857
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Dokumen pelaksanaan 7.068.756.743 5.688.479.903 80,47 | 1.380.276.840
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Kode Rekening

Uraian Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Indikator

Target
Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa Anggaran
Rp

Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan yang tepat
waktu

Penyedian Gaji dan Tunjangan

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

1.05.01.2.02.01 : 7.058.756.743 5.678.751.903 80,45 | 1.380.004.840
ASN Tunjangan ASN
o Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1.05.01.2.02.05 | Laporan Keuangan Akhir Tahun P . 10.000.000 9.728.000 97,28 272.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
SKPD
Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase Dokumen pelaksanaan
1.05.01.2.05 beg Administrasi Kepegawaian yang tepat 40.000.000 39.655.000 99,14 345.000
Perangkat Daerah waktu
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 40.000.000 39.655.000 99.14 345.000
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Persentase Dok_umen p.emenuhan 455.266.800 357 469 459 78.52 97 797 341
Daerah Pelayanan Administrasi Umum Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
1.05.01.2.06.01 | Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 19.782.000 98,91 218.000
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
1.05.01.2.06.02 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50.000.000 49.598.400 99,20 401.600
1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah_ Pak_et Peralatan Rumah Tangga 3.300.000 2.821.420 85,50 478.580
Tangga yang Disediakan
1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | JuMiah Paket Bahan Logistik Kantor 10.056.800 0.295.400 | 92,43 761.400
yang Disediakan
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang_Cetz_;lkan dan 21.700.000 21.144.400 97.44 555 600
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
1.05.01.2.06.06 y Peraturan Perundang-Undangan yang 10.900.000 6.000.000 55,05 4.900.000
Peraturan Perundang-undangan Disediakan
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 35.000.000 34.685.000 99,10 315.000
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Kode Rekening

Uraian Program, Kegiatan dan

Indikator

Target

Realisasi (Rp)

%

Sisa Anggaran

Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Rp
Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
1.05.01.2.06.09 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 304.310.000 214.142.839 70,37 90.167.161
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Pelayanan
1.05.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah 244.410.000 221.565.468 90,65 22.844.532
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah.Unit Kendaraan Dinas
1.05.01.2.07.02 . Operasional atau Lapangan yang 235.440.000 214.000.000 90,89 21.440.000
Operasional atau Lapangan Disediakan
1.05.01.2.07.02 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8.970.000 7.565.468 84,34 1.404.532
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase laporan penyediaan Jasa
1.05.01.2.08 . Penunjang Urusan Pemerintahan 2.548.877.030 2.499.082.189 98,05 49.794.841
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat iﬂuggf‘lj‘r;apora“ Penyediaan Jasa Surat 5.700.000 4590.000 | 80,53 | 1.110.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah_ Lap_oran Penyediaan_Jasa o
1.05.01.2.08.02 ) N Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105.477.030 80.894.789 76,69 24.582.241
Sumber Daya Air dan Listrik o
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
1.05.01.2.08.04 Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 2.437.700.000 2.413.597.400 99,01 24.102.600
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik
1.05.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Persentase BMD dalam Kondisi Baik 487.646.170 468.789.550 96,13 18.856.620
Pemerintahan Daerah
g;@fgfi&fﬁ;&:ﬂe?ae#ga;%?(n’ Jumlah Kendaraar_l Perorangan Dinas
1.05.01.2.09.01 , atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 13.750.000 12.104.560 88,03 1.645.440
Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinell . )
. ipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 165.340.000 152.948.940 92,51 12.391.060

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

atau Lapangan yang Dipelihara dan
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Kode Rekening

Uraian Program, Kegiatan dan

Indikator

Target

Realisasi (Rp)

%

Sisa Anggaran

Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Rp
Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
1.05.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1.000.000 0 0,00 1.000.000
1.05.01.2.09.06 Pe.meliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah' Peralatan dan Mesin Lainnya 56.800.000 54.100.000 95,25 2 700.000
Lainnya yang Dipelihara
1.05.01.2.00.09 | Femeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 250.756.170 249.636.050 | 99,55 |  1.120.120
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
1.05.03 PO [FEnEhig g 2 PEEEIEEE [FEICHIEEE 3.804.468.486 | 3.609.501.696 | 92,68 | 284.966.790
Bencana Penanggulangan Bencana
Pelayanan Informasi Rawan Jumlah Warga Negara yang
1.05.03.2.01 memperoleh layanan informasi rawan 260.485.506 225.621.552 86,62 34.863.954
Bencana Kabupaten/Kota bencana
1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Jumlah‘ Dokgmen Kajian Risiko Bencana 5240 000 2 025.000 38.65 3.915.000
Kabupaten/Kota yang Dilegalisasi
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Rawan Bencana
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1.05.03.2.01.02 Kabupaten/Kota (Per Jenis Secara Tatap Muka kepada Penduduk 255.245.506 223.596.552 80.67 31.648.954
Bencana) yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
Pelayanan Pencegahan dan Jumlah warga negara yang
1.05.03.2.02 Kesiapsiagaan Terhadap memperoleh layanan Pencegahan dan 1.666.624.280 1.529.202.425 91,75 137.421.855
Bencana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana
1.05.03.2.02.01 Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana yang 493.500.000 465.089.000 94,24 28.411.000
Kabupaten/Kota Dilegalisasi
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi | Jumlah Warga Negara dan Aparatur 516.000.000 477.141.275 92.47 38.858.725

Bencana Kabupaten/Kota

yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan
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Kode Rekening

Uraian Program, Kegiatan dan

Indikator

Target

Realisasi (Rp)

%

Sisa Anggaran

Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Rp
dan Mitigasi Bencana
Pengendalian Operasi dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
1.05.03.2.02.03 | Penyediaan Sarana Prasarana Operasi dan Penyediaan Sarana 200.000.000 178.395.750 | 89,20 | 21.604.250
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi
1.05.03.2.02.04 | Perlindungan dan Kesiapsiagaan Individu Warga Negara, Keluarga, 150.000.000 129.840.000 86,56 20.160.000
terhadap Bencana maupun Petugas
Pengembangan Kapasitas Tim Jumlah Personil TRC yang
1.05.03.2.02.08 | Reaksi Cepat (TRC) Bencana Dikembangkan Kapasitas Teknis dan 307.124.280 278.736.400 90,76 28.387.880
Kabupaten/Kota Manajerialnya
1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Jumlah Apa_watyr dan_ Warga Negara 0 0 0.00 0
Bencana yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana
1.05.03.2.02.11 | Penanggulangan Kedaruratan Penanggulangan Kedaruratan Bencana 0 0 0,00 0
Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
Jumlah Warga Negara yang
1.05.03.2.03 Ee'aya”"’.‘” Penyelamatan dan memperoleh layanan Penyelamatan 1.327.358.700 | 1.288.392.420 | 97,06 | 38.966.280
vakuasi Korban Bencana ,
dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Jumlah Laporan Koord_inasi Respon
1.05.03.2.03.01 Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas Cepat Kejadian Luar Biasa 10.000.000 7.782.000 77,82 2.218.000
Penyakit/Wabah Prioritas
-SK Penetapan Status Darurat Bencana
dan SKPDB yang Ditetapkan Paling
Respon Cepat Darurat Bencana Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil
1.05.03.2.03.02 Kabupaten/Kota Dokumen Laporan Kaji Cepat 366.158.700 354.176.188 96,73 11.982.512
- Persentase penanganan bencana non
alam epidemi/wabah penyakit
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, 543.200.000 538 669.418 98.14 4.530 582

Evakuasi Korban Bencana

Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis
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Kode Rekening

Uraian Program, Kegiatan dan

Indikator

Target

Realisasi (Rp)

%

Sisa Anggaran

Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Rp
Kabupaten/Kota Kejadian Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan iﬂué?]?: };?;:g%ifr?g asniaL)(gari]s%ik
1.05.03.2.03.04 | dan Evakuasi Korban Bencana N o Bvakuag: Korb 688.000.000 678.246.814 | 98,58 | 9.753.186
Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana
o Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi
1.05.03.2.03.05 ék“"as' Sistem Komando Sistem Komando Penanganan Darurat 10.000.000 7.558.000 75,58 |  2.442.000
enanganan Darurat Bencana Bencana
- SK Penetapan Status Darurat Bencana
dan SKPDB yang Ditetapkan Paling
Respon Cepat Bencana Non Alam Lama 1x24 Jam berdasar.kan_HasiI
1.05.03.2.03.06 Epidemi/Wabah Penyakit Dokumen Laporan Investigasi KLB dan 10.000.000 1.960.000 19,60 8.040.000
Epidemiologi Terpadu
-Persentase penanganan bencana non
alam epidemi/wabah penyakit
Penataan Sistem Dasar persentase lembaga kebencanaan/PD
1.05.03.2.04 yang melaksanakan penyelenggaraan 640.000.000 566.285.299 88,48 73.714.701
Penanggulangan Bencana
penanggulangan kebencanaan
Jumlah Dokumen Penanganan Pasca
Penanganan Pascabencana Bencan_a_l Kabupaten/Kota Melalui
1.05.03.2.04.07 Kabupaten/Kota Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 640.000.000 566.285.299 88,48 73.714.701
(JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
Program 1 | 10.912.496.743 9.336.037.729 85,55 | 1.576.459.014
Program 2 | 3.894.468.486 3.609.501.696 92,68 284.966.790
Program 1 +2 | 14.806.965.229 | 12.945.539.425 | 87,43 | 1.861.425.804

Pada Tabel diatas dievaluasi dalam bentuk realisasi anggaran. Selanjutnya, pada Tabel T-C.29 menjelaskan capaian akuntabilitas kinerja sebagai berikut.
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Nama PD : BPBD

Tabel 2.3
T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026
Kabupaten Bandung

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Tahun Lalu (n-2) Renstra PD s/d Tahun Berjalan
. Indikator Tingkat
Urusan / Bidang Kinerja Program N ' Realisasi Target Kinerja Hasil i Capaian
Kode Urusan Pemerintahan (Outcome) dan Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tingkat Target program dan kegiatan Realisasi Capaian Realisa
Rekening Daerah dan Program/ Kegi Program (Renstra PD) /gd d h 3 2902 Target Renja PD Realisasi Renja gkat. (Renja PD Tahun (n-1) pal: .
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan S engan tahun (n-3) 1 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan_Keglatan Si
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11‘()10/4
PROGRAM
1.05.01 PENUNJANG URUSAN Nilai SAKIP Nilai 80 Nilai 70 Poin -70 Poin - 75,45 -107.79 Nilai 77 Nilai -222.45 - 289.03
T PEMERINTAHAN Nilai IKM Nilai 76 Nilai 81,65 -75 - 80,04 -105.31 Nilai 72 Nilai - 233.69 - 324.56
DAERAH
Persentase
Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran
Penganggaran, dan d:_m E_valua5|
1.05.01.2.01 N ! Kinerja Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 300 300,00
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Perangkat Daerah D
aerah yang
disusun sesuai
ketentuan dan
tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen K K K K K K
1.05.01.2.01.0 Perencanaan Perangkat Perencanaan Dokume 10 Dokume 2 Dokume 5 Dokume 2 100 Dokume 2 Dokume 6 60,00
1 Daerah Perangkat n n n n n n
Daerah
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil
;.05.01.2.01.0 Penyusunan Dokumen Koordinasi Dok:me 10 Dok:me 2 Dokr:Jme 5 Dokr:Jme 2 100 Doer]Jme 2 Dok:me 6 60,00
RKA-SKPD Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil
‘11.05.01.2.01.0 Penyusunan Dokumen Koordinasi Dokr:Jme 10 Dokr:Jme 2 Dok#me P Dokr:Jme 2 100 Dokl:jme 2 Dok#me 6 60,00
DPA-SKPD Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun Berjalan

. Indikator Tingkat
Kode Uruirgﬁir;&?al?:tr;%an Kicr;etrja Progdram Target Kinerja Capaian PReaIisas(; Ta:(gelt Kinerlj<a H_astil inak Target program dan kegiatan lisasi Capai Capelx_ian
Rekening Daerah dan Program/ ( chome) an Program (Renstra PD) rogram gan ehuaran eglatan Target Renja PD Realisasi Renja Tingkat (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capaian Realisa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan‘Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
. Realisasi Kinerja
1.05.01.2.01.0 ggﬁ;ﬂgﬁ%gﬂp"’a” EKPD daﬂ il Dok Dok Dok Dok Dok Dok
6' .01.2.01. Capaian Kinerja dan Kapo(rjz‘am lasi okume 10 okume 6 okume 2 okume 2 100 okume 2 okume 10 100,00
Ikhtisar Realisasi oordinasi n n n n n n
L Penyusunan
Kinerja SKPD L .
aporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Persentase
Administrasi Dolkl.limen
1.0501.202 | Keuangan Perangkat | h&@teenast Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 300 300,00
Daerah Keuangan yang
tepat waktu
Jumlah Orang
1.05.01.2.02.0 Penyedian Gaji dan yang Menerima Orang/ Orang/ Orang/
1 Tunjangan ASN Gaji dan Bulan 108 Bulan 12 Bulan 14 Bulan 14 100 Bulan 27 Bulan 53 49,07
Tunjangan ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
. Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil
1.05.01.2.02.0 | Penyusunan Laporan Koordinasi Laoran Dokume dokume 5 dokume 5 100 Laporan Laporan 10 8333
5 Keuangan Akhir Tahun poral 12 n 2 n n aporal 3 apora !
Penyusunan
SKPD
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Persentase
Dokumen
Administrasi pelaksanaan
1.05.01.2.05 Kepegawaian Administrasi Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 300 300,00
Perangkat Daerah Kepegawaian
yang tepat
waktu
’ Jumlah Paket
Pengadaan Pakaian . ]
105012050 | pinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Paket 100 | Stell 80 Stell 80 Stell 80 100 Paket 100 | Paket 260 260,00
2 Kelengkapannya Beserta Atribut
Kelengkapan
Persentase
Administrasi Umum Dokumen
1.05.01.2.06 P pemenuhan Persen 100 Persen 70,16 Persen 100 Persen 80,4 80,4 Persen 100 Persen 180 180,40
erangkat Daerah P
elayanan
Administrasi
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun Berjalan

. Indikator Tingkat
Kode Uruirgﬁir;&?al?:tr;%an Kicr;erja Progdram Target Kinerja Capaian Realisas(; Targelt Kineria H_asil ) Target program dan kegiatan N . Capa_ian
Rekening Daerah dan Program/ ( uécor'ne) an Program (Renstra PD) Program dan Kehuaran Kegiatan Target Renja PD Realisasi Renja ngkat. (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capal_am Real_lsa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan_Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Umum Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan Komponen :f]z([r;?:sr;en
i'05'01'2'06'0 g]sasrtwaelraasr:glg_:r:rlgk;ngunan Listrik/Peneranga Paket 60 Jenis 14 Jenis 13 Jenis 11 84’6153846 Paket 15 Paket 40 66,67
Kantor n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
1.05.01.2.06.0 Penyediaan Peralatan Peralatan dan _ ) )
2' e dan Perlengkapan Perlengkapan Paket 40 Unit 11 Unit 8 Unit 8 100 Paket 8 Paket 27 67,50
Kantor Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
105012060 | Penyediaan g';‘;ra'ata” .'?ggg;a;‘aﬁgmah Paket 25 | Jenis 15 jenis 5 jenis 5 100 Paket s Paket 25 100,00
Disediakan
Jumlah Paket
}1'05'01'2'06'0 Eggé‘;i‘ii’;t%fha“ Eggg‘r ;Zg';“k Paket 4 N/A N/A jenis 6 jenis 6 100 Paket N Paket 7 175,00
Disediakan
Jumlah Paket
1.05.01.2.06.0 Penyediaan Barang Barang Cetakan )
5' e Cetakan dan dan Paket 30 Jenis 6 N/A N/A N/A N/A #VALUE! Paket 6 Paket 12 40,00
Penggandaan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Dokumen
1.05.01.2.06.0 | Fenyediaan Bahan o Peronran 4 . -
6' e Bacaan dan Peraturan Perundang- Dokume 20 Jenis 4 jenis 4 jenis 2 50 Dokume 2 Dokume 10 50,00
Perundang-undangan n n n
Undangan yang
Disediakan
S . Jumlah Laporan
3'05'01'2'06'0 .Fr:rST']“JaS' Kunjungan Fasilitasi Laporan 4 HOK 457 HOK 500 HOK 400 80 Laporan 1 Laporan 858 21.450,00
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
1.05.01.2.06.0 Penye_lenggaraan Rapat Penyelengga_raan
9' e Koordinasi dan Rapat Koordinasi Laporan 4 HOK 400 HOK 250 HOK 200 80 Laporan 1 Laporan 601 15.025,00
Konsultasi SKPD dan Konsultasi
SKPD
Persentase
Pengadaan Barang Dokumen
Milik Daerah Pelayanan
1.05.01.2.07 . Pengadaan Persen 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Persen 100 Persen 100 100,00
Penunjang Urusan L
Pemerintah Daerah Barang Milik
Daerah
Penunjang
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Tahun Lalu (n-2) Renstra PD s/d Tahun Berjalan
. Indikator Tingkat
Kode Uruirgﬁir;&?al?:tr;%an Kinerja Program Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja H_asil Target program dan kegiatan Capaian
Rekening Daerah dan Program/ (Ouécor'ne) dan Program (Renstra PD) Pro/gdrr;m dan Ke':uaran é(ezgoleznlan Target Renja PD Realisasi Renja ngkat. (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capal_am Real_lsa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan‘Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
1.05.01.2.07.0 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas
2' e Dinas Operasional atau Operasional atau Unit 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Unit 1 Unit 1 #DIV/O!
Lapangan Lapangan yang
Disediakan
1.05.01.2.07.0 Jumlah Paket
5' el Pengadaan Mebel Mebel yang Unit 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Unit 1 Unit 1 #DIV/0!
Disediakan
Persentase
laporan
Penyediaan Jasa penyediaan
1.05.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Persen 100 Persen 39,96 Persen 100 Persen 85,68 85,68 Persen 100 Persen 226 225,64
Pemerintahan Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
i Jumlah Laporan
1.05.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Laporan Buah 3525 Buah 4.500 Buah 4.889 108,644444 Laporan Laporan 8.415 210.375,00
1 Menyurat 4 4 1
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
1.0501.2.08.0 | envediaan Jasa ekt
e Komunikasi, Sumber ’ . Laporan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 100 Laporan Laporan 25 625,00
2 ) L Sumber Daya Air 4 1
Daya Air dan Listrik .
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
1.05.01.2.08.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
4' e Pelayanan Umum Pelayanan Laporan 4 OB 1471 OB 1416 OB 1416 100 Laporan 1 Laporan 2.888 72.200,00
Kantor Umum Kantor
yang Disediakan
hpﬂfl?&egggﬁgﬁ“ Barang | persentase
1.05.01.2.09 f BMD dalam Persen 100 Persen 47,13 Persen 100 Persen 55,55 55,55 Persen 100 Persen 203 202,68
Penunjang Urusan i
g Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Jumlah
. Kendaraan
Penyediaan Jasa
h . Perorangan
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau
1.0501.2.00 | Pemeliharaan dan Pajak | o, yaraan Dinas | Unit 70 | Kali 125 Unit 14 Unit 11| 78S7I4285 1y Unit 150 214,29
Kendaraan Perorangan 7 14
: Jabatan yang
Dinas atau Kendaraan L
h Dipelihara dan
Dinas Jabatan h
Dibayarkan
Pajaknya
1.05.01.2.09.0 | Penyediaan Jasa Jumlah . . . . 47,3684210 . .
1 Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Unit 115 kali 35 Unit 19 Unit 9 5 Unit 23 Unit 67 58,26
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun Berjalan

. Indikator Tingkat
Kode UruUsr:nS?Dr;&iIr(ij:tr;%an Kicr;erja Progdram Target Kinerja Capaian Realisas(; Targelt Kineria H_asil ) Target program dan kegiatan N . Capa_ian
Rekening Daerah dan Program/ ( uécor'ne) an Program (Renstra PD) Program dan Kehuaran Kegiatan Target Renja PD Realisasi Renja ngkat. (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capal_am Real_lsa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan‘Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Pemeliharaan, Pajak, Operasional atau
dan Perizinan Lapangan yang
Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Operasional atau Dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya
105012090 | pemelinaraan Mebel j;ggag”g"e‘iﬁz'r . Unit . N/A NIA N/A NIA NIA N/A | #VALUE! Unit L - 1 25,00
Jumlah Peralatan
1.05.01.209.0 | Pemeliharaan Peralatan | dan Mesin Unit 10 Kali 9 Jenis 2 Jenis 2 100 Unit 2 Unit 13 130,00
5 dan Mesin Lainnya Lainnya yang
Dipelihara
. Jumlah jenis Aset
1.05.01.2.09.0 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 25 Kali 19 N/A N/A N/A N/A #VALUE! ; 0 Kali 19 76,00
6 Tetap Lainnya o
yang dipelihara
Jumlah Gedung
. o Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilita
1.05.01.2090 | i Gedung Kantor dan | Bangunan Unit 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 100 Unit 1 Unit 3 60,00
9 Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/
Direhabilitasi
Persentase
Program Penanganan
1.05.03 Penanggulangan P | Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 300 300,00
Bencana enanggulanga
n Bencana
Jumlah Warga
. Negara yang
Pelayanan Informasi
1.05.03.2.01 Rawan Bencana lmemperoleh Orang Eifss Orang 667,569 Orang 386.27 Orang 386.27 100 Orang 750.000 Orang 1.136.94 37,28
Kabupaten/Kota jayanan 2 2 0
informasi rawan
bencana
1.05.03.2.01.0 Penyusunan Kajian .Il(umlathqllzumen Dok
1' e Risiko Bencana szr;igna:sylazg Dokume 1 Persen 100 Persen 100 Persen 0 0 o #me 1 Dokume 101 10.100,00
Kabupaten/Kota ) A n n
Dilegalisasi
Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
Sosialisasi,
Sosialisasi, Komunikasi, Komunikasi,
1.05.03.2.01.0 Informasi dan Edukasi Informa§i dan
2' e (KIE) Rawan Bencana Edukasi (KIE) Orang 3.050.000 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Orang 750.000 Orang 750.200 24,60
Kabupaten/Kota (Per Rawan Bencana
Jenis Bencana) Kabupaten/Kota
(Per Jenis
Bencana) Secara
Tatap Muka
kepada
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun Berjalan

. Indikator Tingkat
Kode UruUsr:nS?Dr;&iIr(ij:tr;%an Kicr;erja Progdram Target Kinerja Capaian Realisas(; Targelt Kineria H_asil ) Target program dan kegiatan N . Capa_ian
Rekening Daerah dan Program/ ( uécor'ne) an Program (Renstra PD) Program dan Kehuaran Kegiatan Target Renja PD Realisasi Renja ngkat. (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capal_am Real_lsa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan‘Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Penduduk yang
Tinggal di
Daerah Rawan
Bencana Sesuai
Jenis Ancaman
yang Ada di
Kawasan Tempat
Tinggalnya
Jumlah warga
negara yang
Pelayanan :’g;zgnnr;iroleh
1.05.03.2.02 Ee”Fegf’.‘ha” dan Pencegahan Orang | 1.050.0000 Orang 269,522 orang | 3981 | orang | 35614 100 Orang 700.000 oOrang | 105641 37,07
esiapsiagaan dan 6 6 6
Terhadap Bencana . .
Kesiapsiagaan
terhadap
Bencana
Jumlah Warga
Negara dan
1.05.03.2.02.0 Pelatiha_n Pgncegahan Apara_tur yang
2' e dan Mitigasi Bencana Mengikuti Orang 480 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Orang 120 Orang 120 25,00
Kabupaten/Kota Pelatihan
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Jumlah Dokumen
Hasil
Pengendalian Operasi Pengen_dallan
. Operasi dan
dan Penyediaan Sarana Penyediaan
105032020 E;isisgz?%aan Sarana Dokume 4 Persen 100 Persen | 100 | Persen | 100 100 Dokume 1 Dokume | 50 5.025,00
Terhadap Bencana Prasarana
Kabupaten/Kota Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah Peralatan
Penyediaan Peralatan Penyelamatan
1.05.03.2.02.0 | Perlindungan dan Diri bagi Individu Unit 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Unit 3 Unit 3 25,00
4 Kesiapsiagaan terhadap | Warga Negara,
Bencana Keluarga,
maupun Petugas
Penguatan Kapasitas
1.05.03.2.02.0 | Kawasan untuk Jumlah Desa Kawasa 4 Desa 3 Desa P Desa 2 100 N/A N/A Desa 5 125,00
6 Pencegahan dan tangguh bencana n
Kesiapsiagaan
1'05'0%2'02'0 Ei;ggg@aﬁ?geam i‘é’g‘?gf;rson" Orang 600 Orang 100 Orang 150 Orang 150 100 Orang 150 Orang 400 66,67
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun Berjalan

. Indikator Tingkat
Kode UruUsr:r??Dne&iIr(ij:tr;%an Kicr;erja Progdram Target Kinerja Capaian Realisas(; Targelt Kineria H_asil ) Target program dan kegiatan N . Capa_ian
Rekening Daerah dan Program/ ( uécor'ne) an Program (Renstra PD) Program dan Kehuaran Kegiatan Target Renja PD Realisasi Renja ngkat. (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capal_am Real_lsa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan‘Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Cepat (TRC) Bencana Dikembangkan
Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis
dan
Manajerialnya
Jumlah Aparatur
. L dan Warga
3'05'03'2'02'1 tG'ad' Kesiapsiagaan Negara yang Orang 800 Orang 200 Persen 100 Persen 100 100 Orang 200 Orang 500 62,50
erhadap Bencana 2 .
Mengikuti Gladi
Kesiapsiagaan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Rencana | K K K
1.05.082.02.1 | ponanggulangan Penanggulangan | Dokume 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #vaLUE! | Dokume 1 Dokume 0 #DIV/O!
1 Kedaruratan Bencana Kedaruratan n n n
Bencana (RPKB)
yang Dilegalisasi
Jumlah Warga
Negara yang
Pelayanan memperoleh
1.05.03.2.03 Ee”ye'a'.“a‘a” dan layanan Orang 1.050.000 Orang 217,192 Orang | 49.819 | Orang | 49.819 100 Orang 250.000 Orang | 300.036 28,57
vakuasi Korban Penyelamatan
Bencana dan Evakuasi
Korban
Bencana
Jumlah Laporan
Respon Cepat Kejadian Koordinasi
1.05.03.2.03.0 | Luar Biasa Penyakit/ Respon Cepat
1' e Wabah Zoonosis Kejadian Luar Laporan 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Laporan 0 Laporan 0 #DIV/0!
- Biasa
Prioritas Penyakit/Wabah
Prioritas
- SK Penetapan
Status Darurat
Bencana dan
SKPDB yang
E'tempkan Paling | Dokume 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #vALUE! | Dokume 1 Dokume 0 0,00
ama 1x24 Jam n n n
berdasarkan
Respon Cepat Darurat Hasil Dokumen
1'05'05;'2'03'0 Bencana Laporan Kaji
Kabupaten/Kota Cepat
- Persentase
kecepatan
respon kurang
dari 24 jam untuk Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 300 300,00
setiap status
darurat bencana
(%)
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun Berjalan

. Indikator Tingkat
Kode Uruirgﬁir;&?al?:tr;%an Kicr;erja Progdram Target Kinerja Capaian Realisas(; Targelt Kineria H_asil ) Target program dan kegiatan N . Capa_ian
Rekening Daerah dan Program/ ( uécor'ne) an Program (Renstra PD) Program dan Kehuaran Kegiatan Target Renja PD Realisasi Renja ngkat. (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capal_am Real_lsa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan‘Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Jumlah Korban
Pencarian, Pertolongan éig?niig:]as”
é'OS'OS'Z'OS'O giﬂima:uasu Korban D?tolong, d_an Orang 400.000 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Orang 100.000 Orang 100.200 25,05
Kabupaten/Kota Dleyaku§3| Per
Jenis Kejadian
Bencana
Jumlah Korban
Penyediaan Logistik Bencana yang
1.05.03.2.03.0 Penyelamatan dan M_enc_iapa‘tkanl . ) ) )
4' e Evakuasi Korban Distribusi Logistik Orang 400.000 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 6 100 Orang 100.000 Orang 100.011 25,00
Bencana Penyelamatan
Kabupaten/Kota dan Evakuasi
Korban Bencana
Jumlah Laporan
1.05.03.2.03.0 | Aktivasi Sistem Jrtvivigiomi
5 Komando Penanganan Komando Laporan 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Laporan 0 - 0 #DIV/O!
Darurat Bencana
Penanganan
Darurat Bencana
- SK Penetapan
Status Darurat
Bencana dan
SKPDB yang
Ditetapkan Paling
Lama 1x24 Jam | Dokume 0 NIA N/A NIA N/A N/A NA | #vALUE | Dokume 0 - 0 #DIV/O!
berdasarkan n n
Respon Cepat Bencana Hasil Dokumen
1.05.03.2.03.0 | Non Alam Laporan
6 Epidemi/Wabah Investigasi KLB
Penyakit dan Epidemiologi
Terpadu
- Persentase
penanganan
gg”nfa”a non Persen 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! Persen 0 - 0 #DIV/O!
epidemi/wabah
penyakit
Persentase
lembaga
Penataan Sistem Iée)?;er:lé:anaan/P
1.05.03.2.04 Basar melaksanakan Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 0 300 300,00
enanggulangan
Bencana penyelenggaraa
n
penanggulanga
n kebencanaan
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d Tahun Berjalan

. Indikator Tingkat
Kode UruUsr:r??Dne&iIr(ij:tr;%an Kicr;etrja Progdram Target Kinerja Capaian PReaIisas(; Tarnglt Kinerlj<a H_astil inak Target program dan kegiatan lisasi Capai Capelx_ian
Rekening Daerah dan Program/ ( chome) an Program (Renstra PD) rogram gan ehuaran eglatan Target Renja PD Realisasi Renja Tingkat (Renja PD Tahun (n-1) Realisasi Capaian Realisa
Kegiatan/Sub Kegiatan egiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021 Tahun (n-2) PD Tahun (n-2) Realisasi Program dan‘Keglatan st
(Output) (%) s/d tahun berjalan (n-1) Target
Renstra
(%)
Jumlah Dokumen
Penanganan
Pasca Bencana
Kabupaten/Kota
Melalui
Penanganan Pengkajian
20503.2080 | pascapencana Kebutuhan Dokume 16 Orang 25000 orang | 3048l | orang | 30481 100 Dokume 4 Orang | 320821 | 20613812
asca Bencana n 7 7 n 5
Kabupaten/Kota

(JITU PASNA)
Rencana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pasca Bencana
(R3P)
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Berdasarkan hasil evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi
adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana,

b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana baik di tingkat kewilayahan, daerah perbatasan, kabupaten,
provinsi maupun tingkat pusat;

c. Belum optimalnya penyusunan dokumen penyelenggaraan
penanggulangan bencana (RKPB dan Rencana Kontijensi) di wilayah
Kabupaten Bandung;

d. Kurang terpenuhinya data dukung berkenaan dengan data potensi bencana
perwilayah, rekapitulasi kejadian bencana yang disertai kerugian material
dan non material;

e. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada
pergeseran di perubahan anggaran hal ini dikarenakan adanya refocusing
Crosscutting;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan Kkinerja
organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang
mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung

dibentuk terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 Tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bandung, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Dipimpin oleh seorang Ex Officio adalah Sekretaris Daerah yang
memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan  dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Tabel 2.4

T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung

TARGET KINERJA REALISASI
: Catatan
SASARAN PADA CAPAIAN Proyeksi .
NO | INDIKATOR SPM Analisis
TAHUN KE - TAHUN KE-
2023 | 2024 | 2025 2022 2023 2024 2025
1. | Indeks
Kapasitas 0.56 0.58 0.56 0.52 0.56 0.56 0.58
Daerah (IKD)
Pelayanan
informasi rawan
bencana
Persentase
) Pelayanan
peningkatan
pencegahan
pelayanan
dan
kepada warga o
kesiapsiagaan 100% | 100% | 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat
terhadap
yang terkena
bencana
dampak
Pelayanan
bencana
penyelamatan
dan evakuasi
korban bencana
2. | Nilai IKM 81 78 79 80,04 83,43 81 80
Nilai SAKIP 85,5 74 78 75,45 77,60 78 74
Persentase
BMD Kondisi 80% 90% | 900% | 99,9 % 60% 80% 90%
Baik
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Tabel 2.5

CAPAIAN SPM 2023

PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

Penerima Layanan Dasar
Indikator

Target Capaian

r’/ o

Mutu Pelayanan Dasar

Indikator

Target

Capaian

Jumilah warga negara
yang memperoleh
layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap
bencana

250 250

100

Sarana prasarana penanggulangan
bencana (seperti -

sanitasi, .... dif)

tenda komando, mobil rescue, dapur 2.164 2.164 100
umum, tenda posko kesehatan, air

Peningkatan kapasitas personi/Sumber

Daya Manusia (SDM) (terfatihnya

aparatur yang menangani sub- urusan 478 478 100

bencana dan Warga Negara yang

berada di _kawasan rawan bencana)

PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUAS!I KORBAN BENCANA

Penerima Layanan Dasar

Indikator

Jumiah warga negara
yang memperoleh
layanan penyelamatan
dan evakuasi korban
bencana

170 170

Target Capaian

°/D

100

Mutu Pelayanan Dasar

Indikator

Target

Capaian

Aktivasi sistem komando penanganan 1 " 100
darurat bencana

omaririlyin oty ek 70 | 10 | 100
e | w | w |
e v oo v | 10| 10| 100
e s o | 100 | 10| 00

hingga sarana dan prasarana.

Realisasi ketiga pelayanan dasar pada SPM Urusan Trantibumlinmas diatas telah mencapai target
100% di tahun 2023. Meskipun begitu masih terdapat beberapa kendala yang periu dibenahi
sehingga dapat memberikan pelayanan optimal secara berkelanjutan, Adapun permasalahan yang

periu dibenahi diantaranya permasalahan SDM, anggaran, kelembagaan, regulasi, operasional,

PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA

Penerima Layanan Dasar

Indikator Target Capaian

%

Mutu Pelayanan Dasar

Indikator

Target

Capaian

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan informasi

rawan bencana

100

Pemetaan terhadap lckasi/daerah
rawan bencana melalui penyusunan
dokumen Kajian Risiko Bencana
(tersedianya KRB dalam bentuk

dokumen yang sah/iegal)

100

|dentifikasi dan pemetaan terhadap
warga negara di kawasan rawan
| bencana

100

Melakukan sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) rawan
bencana (tatap muka dengan
penduduk di daerah rawan bencana,
melalui media sosial dan wahana
multimedia)

500.000

100

Penyediaan dan pemasangan rambu
evakuasi dan papan informasi publik
KIE per jenis bencana

17

100

operasional, hingga sarana dan prasarana.

Di tahun 2023, realisasi Pelayanan Informasi Rawan Bancana telah mencapai target
100%. Meskipun begitu masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi sehingga
dapat memberikan pelayanan optimal secara berkelanjutan. Adapun permasalahan yang

perlu dibenahi diantaranya permasalahan SDM, anggaran, kelembagaan, regulasi,
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Tabel 2.6

Hasil Capaian SDGS

Sasaran
Nasional : Target . . .
Sasaran (PERPRE Sasaran Nasional Indikator Metadata Indikator Satuan RPIM Capaia | Capaia | Capaia Statu.s K h Ket
Global S No 59 (PERPRES No 111 1 Proxy Data D n n n Capaia | Perangkat Daera Catatan
Tahun 2021) Target 2021 2022 2023 n 2023
Tahun 2023
2017)
Pada
tahun
2030,
membang
un
ketahanan Jumlah
masyaraka
o) dokumen
t miskin .. T
dan kajian risiko
mereka dan tata ruang

an di kawasan
)l;ere? da rawan Dokumen Hasil
dalam bencana strategi capaiany
gonpases pegerenon omn | G

1, | rentan,dan 4, 153 Dokume Dokume Tercap | PENANGGULANG 9
_ _ sebanyak bencana _ 2 1 2 X yang
5 | menguran 4 * n n ai AN BENCANA ;

. 55dokumen. (PRB) diperole
gi , DAERAH ,
kerentana Tahun dasar tlngkat h di
n mereka 2020: 246 nasional dan tahun
terhada dokumen daerah. 2022
kejadiar? (Sumber data:
ekstrim Badgn
terkait Nasional
iklim dan Penanggulang
guncanga an Bencana).

n ekonomi,
sosial,
lingkungan
, dan
bencana
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Tabel 2.7
Capaian (Laporan) dan Program SDGS
TPB 11 : KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)

Satuan Target Capaian | Capaian | Capaian Status Perangkat
No Indikator Metadata 1 Data Taraet RPJIJMD 2%21 2%22 2%23 Capaian Daer%h
g 2023 2023
Orang/ .
100.000 0,00 0,00 N/A 0,00 Meninggal
Jumlah korban meninggal, 1%?886 0,00 0,00 0,00 0,00 Hilang
2 | 11.5.1* | hilang dan terkena dampak Orén / Tercapai BPBD
bencana per 100.000 orang. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Terluka
100.000
Orang/ :
100.000 0,00 5924 N/A 690 Mengungsi

TPB 11 : KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)

: Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Sasaran Global Indikator Metadata 1 (RKPD 2023) | (RKPD 2023) (RKPD 2023) Perangkat Daerah

Pada tahun 2030, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
secara signifikan Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
mengurangi jumlah Respon Cepat Darurat Bencana
kematian dan jumlah Kabupaten/Kota
orang terdampak, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
dan secara Jumlah korban Pelayanan Bencana Kabupaten/Kota
substansial meninggal, hilang Penyelamatan | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
mengurangi kerugian dan terkena Program dan kuasi b b / BADAN

2 115 gurangi kerug 11.5.1* Penanggulangan . Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota PENANGGULANGAN
ekonomi relatif dampak bencana Bencana Evakuasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan BENCANA DAERAH
terhadap PDB global per 100.000 Korban Darurat
yang disebabkan oleh orang. Bencana Bencana

bencana, dengan
fokus melindungi
orang miskin dan
orang-orang dalam
situasi rentan.

Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/
Wabah Penyakit
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Tabel 2.8

Capaian Indikator Kinerja Kunci IKK

No. IKK | Kategori Urusan Urusan IKK Output IKK Outcome Rumus Capaian
1. Persentase penyelesaian dokumen KRB 1 Jumlah warga negara yang
Ketentraman, . . ) .
Urusan Ketertiban sampai dengan dinyatakan sah/legal Jumlah warga negara | memperoleh layanan informasi
1e3 Pemerintahan Umum dan 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan | yang memperoleh rawan bencana. 2 Jumlah warga 1 506.013
e Wajib Berkaitan Perlindunaan | V&N bencana yang memperoleh informasi | layanan informasi negara yang memperoleh layanan T
Pelayanan Dasar Mas arakgt rawan bencana sesuai jenis ancaman rawan bencana informasi rawan bencana sesuai
y bencana 479,860+808,718 target yang ditetapkan X100
1. Persentase penyelesaian dokumen RPB
sampai dinyatakan sah/legal 1 Dokumen
2. Persentase penyelesaian dokumen
Renkon sampai dinyatakan sah/legal Suket
3. Persentase jumlah aparatur dan warga 1 Jumlah waraa neqara van
Ketentraman, | negara yang ikut pelatihan 4780 Jumlah warga negara 9 gara yang
Urusan X . memperoleh layanan pencegahan
. Ketertiban 4. Persentase warga negara yang ikut yang memperoleh o
Pemerintahan . dan kesiapsiagaan terhadap
led . : Umum dan pelatihan612 layanan pencegahan 1.058.718
Wajib Berkaitan . L bencana . 2 Jumlah warga negara
Perlindungan | 5. Persentase warga negara yang dan kesiapsiagaan .
Pelayanan Dasar yang berada di kawasan rawan
Masyarakat | mendapat layanan pusdalops terhadap bencana

penanggulangan bencana dan sarana
prasarana penanggulangan bencana0

6. Persentase warga negara yang
mendapat peralatan perlindungan mitigasi
2163

bencana X100
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No. IKK | Kategori Urusan Urusan IKK Output IKK Outcome Rumus Capaian
1. Persentase kecepatan respon kurang
dari 24 jam untuk setiap status KLB suket
2. Persentase kecepatan respon kurang
Ketentraman, | dari 24 jam untuk setiap status darurat Jumlah warga negara | 1 Jumlah warga negara yang
Urusan X
: Ketertiban bencana 4 SK TD yang memperoleh memperoleh layanan penyelamatan
Pemerintahan . , .
l.eb Waiib Berkaitan Umum dan 3. Persentase jumlah petugas yang aktif layanan penyelamatan | dan evakuasi korban bencana. 2 808.718
J Perlindungan | dalam penanganan darurat bencana 82 dan evakuasi korban Jumlah warga negara yang menjadi
Pelayanan Dasar
Masyarakat | orang bencana korban bencana X100

4. Persentase jumlah korban berhasil dicari,
ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian
bencana 808,718
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2.3Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas, Pokok
dan Fungsi BPBD

Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 133
Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Gambar 2.1
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI
BPBD TAHUN 2024

== iﬁ* , t
— SD =0 SD =0 ,”
e = SLTP=0 SLTP =2 g AT
T ) bR STRUKTURAL
— SLTA=5 SLTA =30 [ : |
Eselon Eselon Eselon
— D-3=2 D-3=1 Il 1 v
— 51 = S-1/D-4 = 20
S-1 =23 1 orang 4 orang 1 orang
T S-2 =4 S-3 =0
Jumlah
Jumlah Pegawai 6 orang

87 orang

Dilihat dari Gambar 2.3.1 Profil Demografi Pegawai diatas berdasarkan tingkat
pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang
di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-
tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Gambar 2.2
Pegawai BPBD Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2024
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Berdasarkan Gambar 2.3.2, pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan
golongan terdiri atas, Golongan Il sebanyak 22 %, Golongan IIl sebanyak 52% dan
Golongan IV sebanyak 26%, melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak
ditempati oleh golongan Il Dan lll, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai
Golongan Il dan Il untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini
Jabatan Fungsional Umum (JFU) ataupun Jabatan Fungsional Teknis (JFT) dari PNS
atau PPPK.

Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti pendidikan

dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3

egawai BPBD yang Telah Mengikuti Pendidikan
dan Latihan Str“IA(}uumyal!latpimIV/Spada =8
Orang
H Adul

1
i Adum DiklatpimlVVSpada = 7 Orang
5 Orar _
V/ Spama/Diklatpim Ill/Spadya = 5
Orang
0

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bandung terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

b. Sekretariat, membawahkan
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub. Bagian Keuangan

c. Sub. Bagian Penyusunan Program

Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

=~ ® 2 o

Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
e Perencana

¢ Analis Keuangan Pusat dan Daerah
e Penata Penanggulangan Bencana
¢ Analis Kebencanaan

¢ Arsiparis Terampil

Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Bandung adalah:
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TABEL 2.9
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Faktor yang mempengaruhi

. Standar Permasalaha
ﬁsp_ek C?Pa'a”"fof‘ yang Internal Eks.ternal n pelayanan
ajian disi saat ini di K (diluar
gunakan (kewenangan | BPBD
BPBD) ewenanga
n BPBD)

. Sumber Implementasi | Rasio Masih dalam Kuota kualitas dan
Daya rencana kerja | Jumlah proses adaptasi | perekrutan kuantitas
Manusia BPBD belum | Personil dengan tupoksi | Aparatur SDM

optimal dengan baru terbatas pelayanan
Pelayanan dibidang
Publik di Penanggulan
Bidang gan Bencana
Kebencanaa
n
. Sumber Baru Perda APBD | Rancangan Regulasi/Keb | Belum
Daya terpenuhinya | tentang Kebutuhan ijakan Pagu | optimalnya
Anggaran | kebutuhan Rasio Pagu Pagu Anggaran | Anggaran Pagu
Pendanaan/A | Anggaran yang APBD Anggaran
nggaran Kebencanaa | proporsional Sektoral
Sektoral dari Total BPBD
BPBD APBD
. Sarana Sarana dan Belum Kebijakan Belum
dan prasarana Permendagri | lengkapnya penentu optimalnya
Prasarana | untuk No 7 Tahun Rescue KIT anggaran Sarana dan
memenuhi (standarisasi APBD Prasarana
tugas kurang | sarana Penanggulan
memadai prasarana gan Bencana
pemerintah)
. Pengurang | Belum Dokumen Pembuatan Perda/Perbu | Belum
an resiko optimalnya Perencanaan | RPB dan p tentang optimalnya
bencana Pengurangan | Untuk Rencana RAD, PRB kualitas
(mitigasi) Resiko jangka waktu | Kontijensi masih | dan Rencana | Sistem
Bencana tertentu dalam proses Kontijensi Manajemen
(PRB) dan belum terbit | PRB yg
Rencana didukung oleh
Kontijensi RAD, PRB
dan Rencana
Kontijensi
. Pemetaan | Peta daerah Dana/Anggar | Keterbatasan Kebijakan Belum
daerah rawan an anggaran penentu optimalnya
rawan bencana sosialisasi anggaran sosialisasi
bencana belum wilayah rawan APBD potensi
tersosialisasi bencana kawasan
kan ke rawan
seluruh bencana
swilayah berdasarkan
kecamatan cakupan
wilayah dan

jenis bencana
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Faktor yang mempengaruhi

. Standar Permasalaha
Aspek Capaian/kon
KajF;an disi saat ini _yand TETTEL EI((c?itlig]ral n pelayanan
digunakan | (kewenangan | BPBD
BPBD) ewenanga
n BPBD)
6. Pengemba | Belum Pencegahan/ | Terbatasnya Belum Belum
ngan optimalnya Siaga dan ketersediaan terbitnya optimalnya
partisipasi | peranan Unit | Adaptasi Anggaran dan Perda peran serta
Masyaraka | Cegah Siaga, Rendahnya Penanggulan | Masyarakat
tdan Tim Reaksi Partisipasi gan Bencana | dan Dunia
Dunia Cepat dan Masyarakat dan Usaha yang
Usaha Forum yang Dunia Usaha dikoordinir
dalam menampung dalam PB oleh BPBD
Penanggul | aspirasi dalam
angan masyarakat Penanggulan
Bencana dalam PB gan Bencana
7. Peningkat | Belum Kegiatan Fungsi Persepsi dan | Belum
an/Pengop | Optimatnya Sosialisasi Komando Intepretasi Optimalnya
timalan Pelaksanaan | dan Rapat /memimpin, SKPD Koordinasi
Koordinasi | kualitas Kerja mengkoordinasi | terhadap dan
lintas Koordinasi kan dan Penangguala
SKPD Lintas SKPD mengendalikan | ngan pelaksanaan
terkait terkait tugas-tugas di Bencana kegiatan
Penanggul | Penanggulan bidang belum sama | Penanggulan
angan gan penanggulanga | dan sejalan. | gan Bencana
Bencana | Kebencanaa n bencana baik lintas
Kewenang | | terintegrasi lembagalinta
an/Tupoksi yang meliputi r?5|/SKPD,
, prabencana, lintas
Pengangg saat tanggap program/kegi
aran, darurat dan atan maupun
Program pasca bencana Anggaran
dan
Kegiatan
8. Penangan | Belum SPM SPM/SOP Regulasi/Keb | Belum
an Siklus Optimalnya (Standar dalam Proses ijakan adanya
Manajeme | Pelayanan Pelayanan SPM/SOP Pedoman/Ac
n Penanggulan | Minimal) dari uan yang
Penanggul | gan Bencana | Penanggulan Pemerintah dilandasi
angan pada saat gan Pusat belum | dengan
Bencana Pra, Saat Kebencanaa terbit ketentuan
dan Pasca n Peraturan
Bencana. Perundang-
undangan
yang berlaku
9. Kajian Belum Dokumen Kewenangan Anggaran Belum
Resiko Optimalnya Kajian dan Tupoksi dan SDM adanya
Becana Kegiatan Kajian yang
(KRB) KRB Komprehensif
terhadap
gambaran
secara

menyeluruhte
rhadap resiko
bencana
suatu daerah
dengan
menganalisis
tingkat
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Faktor yang mempengaruhi
Aspek Capaian/kon Standar Eksternal Permasalaha
Kajian disi saat ini _yand TETTEL (diluar n pelayanan
digunakan | (kewenangan | BPBD
BPBD) ewenanga
n BPBD)
ancaman,
tingkat
kerugian dan
kapasitas
daerah/Kabu
paten
Bandung
dalam bentuk
tertulis dan
Peta
10. Sistem Terbentukny | SDM dan Tupoksi dan Peningkatan | Belum
Penangan | a Pusdalops | IPTEK SDM Anggaran Optimalnya
an Darurat | dan Gis untuk Sistem
Bencana pengembnga | Manajemen
n SDM Penanganan
berupa Tanggap
Diklat/Bintek | Darurat
Bencana

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap
Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi ketiga. Perubahan
paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat)
menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pembangunan
infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek
kebencanaan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur
dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga
lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pembangunan infrastruktur tidak bisa
dilaksanakan olen BPBD tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu
dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar PD dengan

seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21
tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan
Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana,
dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga
internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan
tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tantangan dan peluang tersebut yaitu:

1) Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai
ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas
instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung
untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
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2) Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap

peraturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan
keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan
anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat

bencana.

3) Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan

bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan
mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun

penyalurannya.

Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung:

1) Perlu adanya kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur

tentang alokasi dana kontinjensi dan dana siap pakai dalam APBD karena
keberadaannya telah diamanatkan dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

2) Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam

penanggulangan bencana.

3) Perlu adanya sinkronisasi dalam membuat peraturan perundangan-undangan

yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat
dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat.

4) Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan

2.4

lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif.
Review Terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bandung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun
2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJMP dan RPJMD Kabupaten
Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka
panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh
pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan
pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen
pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun

mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di
Kabupaten Bandung, BPBD yang baru terbentuk lima tahun membutuhkan
anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun ekternal.

Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama
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alat-alat evakuasi yang memiliki kualitas bagus dan sebuah manajemen gudang
logistik yang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut.
Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap
siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD
sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara
ekternal, penguatan kelembagaan BPBD harus menjadi prioritas untuk
menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.
Penguatan kelembagaan BPBD harus melibatkan seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanggulangan bencana seperti
Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian
Penduduk,Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Badan
Keuangan Daerah (BKD) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) , Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas
Pendidikan (DISDIK), Dinas Kebakaran (DISKAR), Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD), SATPOL PP, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pertanian (DISTAN), Badan Kesatuan
Kebangsaan dan Politik (BADAN KESBANGPOL) seluruh kecamatan dan
kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pada Tahun Perencanaan 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung merumuskan Program dan Kegiatan sebagaimana dapat
dilihat dari tabel T-C.31 berikut.
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Nama PD : BPBD

Tabel 2.10

T-C.31

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bandung

Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Targe Bidang Indikator Targe
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja t Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja t
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan . Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Kabu PENUNJANG Kabu
X110 URUSAN paten Nilai IKM 78 X |0 URUSAN paten Nilai IKM 78
X X |1 PEMERINTAH | Band Nilai SAKIP 74 Rp 10,037,103,000.00 | X X |1 PEMERINTAH | Band Nilai SAKIP 74 Rp 10,037,103,000.00
AN ung AN ung
DAERAH DAERAH
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggara Kabu |~ Persentase Penganggara Kabu |~ Persentase
x ol 2 n, dan paten pemenuhan 100 xlol 2 n, dan paten pemenuhan 100
X x 1101 E\_/alu_a3| Band proses Perse Rp 70,000,000.00 | X x| 1101 E\_/alu_a5| Band proses Perse Rp 70,000,000.00
Kinerja un perencanaa n Kinerja un perencanaa n
Perangkat 9 n Perangkat 9 n
Daerah Daerah
Penyusunan Kabu Jumlah Penyusunan Kabu Jumlah
Dokumen P | Dokumen 2 Dokumen P | Dokumen 2
X X 10210 Perencanaan aten Perencanaan Doku Rp X X|0]2 Perencanaan aten Perencanaan Doku Rp
X|11(01|1 Bandu 25,000,000.00 X|1]o01 Bandu 25,000,000.00
Perangkat n Perangkat men Perangkat n Perangkat men
Daerah 9 Daerah Daerah 9 Daerah
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Koordinasi dan | Kabup RKA-SKPD Koordinasi dan | Kabup RKA-SKPD
X dan Laporan 2 dan Laporan 2
X 0 | 2. | 0 | Penyusunan aten Hasil Doku Rp X X 10| 2 Penyusunan aten Hasil Doku Rp
X | 1|02 | 2 | Dokumen Bandu Koordinasi men 10,000,000.00 X |1]02 Dokumen Bandu Koordinasi men 10,000,000.00
RKA-SKPD ng RKA-SKPD ng
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen
RKA-SKPD RKA-SKPD
xlol2lo Koordinasi dan | Kabup | Jumlah 2 Rp xlolo2 Koordinasi dan | Kabup | Jumlah 2 Rp
X ; Penyusunan aten | Dokumen Doku X i Penyusunan aten Dokumen Doku
X|1)03]4 Dokumen Bandu | DPA-SKPD men 10,000,000.00 X|1]08 Dokumen Bandu | DPA-SKPD men 10,000,000.00
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe
ode kekening Pemerintahan Lol_(as Program t Pagu (Rp) ode Rekening Pemerintahan Lokas Program t Pagu (Rp)
dan Program ! /Kegiatan/Su Capai dan Program ! /Kegiatan/Su Capali
9 grat an g - an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
DPA-SKPD ng dan Laporan DPA-SKPD ng dan Laporan
Hasil Hasil
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen
DPA-SKPD DPA-SKPD
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtls_ar . Koordinasi dan Ikhtls_ar .
Penyusunan R_eall_saS| Penyusunan R_eaI|§a5|
Laporan Kabup Kinerja SKPD Laporan Kabup Kinerja SKPD
: dan Laporan 2 ; dan Laporan 2
X X 10| 2 C_apa_lan aten Hasil doku Rp X X 10| 2 C_apa_lan aten Hasil doku Rp
X |1]01 Kinerja dan Bandu . . 25,000,000.00 X |1]01 Kinerja dan Bandu . . 25,000,000.00
Ikhtisar ng Koordinasi men Ikhtisar ng Koordinasi men
Realisasi Penyusunan Realisasi Penyusunan
Kinerja SKPD (L:apor_an Kinerja SKPD Lapor_an
apaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Ikhtisar
Realisasi Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
- Persentase - Persentase
ketersediaan ketersediaan
dokumen dokumen
anggaran/ke anggaran/ke
uangan uangan
Administrasi Kabu | yang 100 Administrasi Kabu | yang 100
X|10| 2 Keuangan paten | diselesaikan X|10| 2 Keuangan paten | diselesaikan
X X |1]02 Perangkat Band | tepat waktu perse Rp  6,698,323,000.00 | X X|11]|02 Perangkat Band | tepat waktu perse Rp  6,698,323,000.00
Daerah ung - Persentase n Daerah ung - Persentase n
laporan laporan
pertanggung pertanggung
jawaban jawaban
keuangan keuangan
sesuai sesuai
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan ) Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
ketentuan ketentuan
Jumlah Jumlah
. .. | Kabup | Orang yang 27 . .. | Kabup | Orang yang 27
X X 10| 2 z:r?)fl?udr:?annG;ril aten Menerima Orang Rp X X|10| 2 g::Yreudr:a;nG;# aten Menerima Orang Rp
X | 1|02 1angan | Bandu | Gaji dan / 6,685,323,000.00 X | 102 1angan | Bandu | Gaji dan / 6,685,323,000.00
ASN - ASN .
ng Tunjangan Bulan ng Tunjangan Bulan
ASN ASN
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
L Akhir Tahun N Akhir Tahun
Koordinasi dan SKPD dan Koordinasi dan SKPD dan
Penyusunan Kabup Penyusunan Kabup
Laporan 3 Laporan 3
X X 10| 2 Laporan aten Hasil Lapor Rp X X 10| 2 Laporan aten Hasil Lapor Rp
X |1]|02 Keuangan Bandu Koordinasi P 13,000,000.00 X |11]|02 Keuangan Bandu Koordinasi P 13,000,000.00
Akhir Tahun ng Poor inasi an Akhir Tahun ng oordinas| an
SKPD enyusunan SKPD Penyusunan
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Akhir Tahun Akhir Tahun
SKPD SKPD
Administrasi Kabu | - Persentase 100 Administrasi Kabu | - Persentase 100
X 10| 2 Kepegawaian paten | Administrasi X|10] 2 Kepegawaian | paten | Administrasi
X X | 1|05 Perangkat Band | Kepegawaia Perr]se Rp 50,000,000.00 f X X |11]|05 Perangkat Band | Kepegawaia Per:se Rp 50,000,000.00
Daerah ung n Daerah ung n
Pengadaan Jumlah Paket Pengadaan Jumlah Paket
9 . Kabup | Pakaian - : Kabup | Pakaian
Pakaian Dinas . Pakaian Dinas :
X X 10| 2 Beserta Atribut aten Dinas 100 Rp X X 10| 2 Beserta Atribut aten Dinas 100 Rp
X |1]05 Bandu | Beserta Paket 50,000,000.00 X |11]05 Bandu | Beserta Paket 50,000,000.00
Kelengkapann ; Kelengkapann -
a ng Atribut a ng Atribut
y Kelengkapan y Kelengkapan
- Persentase - Persentase
Administrasi Kabu | ketersediaan Administrasi Kabu | ketersediaan
X X|10| 2 Umum paten | operasional Pt(r)ge R 670 000.000.00 | X X|10| 2 Umum paten | operasional Ple(r)ge R 670.000.000.00
X |1]|06 Perangkat Band | perkantoran n P e X |11]|06 Perangkat Band | perkantoran n P e
Daerah ung - Persentase Daerah ung - Persentase
pemenuhan pemenuhan
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan . Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
gedung gedung
kantor yang kantor yang
layak pakai layak pakai
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Penyediaan Komponen
Komponen Kabup | Instalasi Komponen Kabup | Instalasi
X X 10| 2. | 0| Instalasi aten | Listrik/Penera 15 Rp X X 10| 2 | 0] Instalasi aten | Listrik/Penera 15 Rp
X | 1|06 | 1| Listrik/Peneran | Bandu | ngan Paket 195,000,000.00 X | 1|06 | 1 | Listrik/Peneran | Bandu | ngan Paket 195,000,000.00
gan Bangunan ng Bangunan gan Bangunan ng Bangunan
Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Kabup (I;’:rr]alatan Penyediaan Kabup s:rr]alatan
X | 0| 2. | 0 | Peralatan dan aten 8 Rp X | 0| 2. | 0 | Peralatan dan aten 8 Rp
X Perlengkapa X Perlengkapa
X | 11|06 | 2 | Perlengkapan Bandu Paket 20,000,000.00 X | 1|06 | 2 | Perlengkapan Bandu Paket 20,000,000.00
n Kantor n Kantor
Kantor ng Kantor ng
yang yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Kabup Jumiah Paket Penyediaan Kabup Jumiah Paket
Peralatan Peralatan
X X | 0| 2. | 0 | Peralatan aten Rumah 5 Rp X X 10| 2. | 0 | Peralatan aten Rumah 5 Rp
X 11|06 |3 | Rumah Bandu Paket 20,000,000.00 X | 1]06 | 3| Rumah Bandu Paket 20,000,000.00
Tangga ng Tangga yang Tangga ng Tangga yang
Disediakan Disediakan
Kabup Jumlah Paket Kabup Jumlah Paket
(x| 02 o] Camedemn | wen P s R || x 0| 2 |0 | pomedeen | aen | B R
X|1|06]4 Bandu Paket 10,000,000.00 X|11]06]|4 Bandu Paket 10,000,000.00
Kantor n Kantor yang Kantor n Kantor yang
9 Disediakan 9 Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Kabup | Barang Penyediaan Kabup | Barang
X X | 0| 2 | 0| Barang aten | Cetakan dan 6 Rp X X |0 2 | 0| Barang aten | Cetakan dan 6 Rp
X | 1|06 |5 | Cetakandan Bandu | Penggandaa Paket 20,000,000.00 X | 1|06 |5 | Cetakan dan Bandu | Penggandaa Paket 20,000,000.00
Penggandaan ng n yang Penggandaan ng n yang
Disediakan Disediakan
X X | 0| 2. | 0 | Penyediaan Kabup | Jumlah 4 Rp X X 10| 2. | 0| Penyediaan Kabup | Jumlah 4 Rp
X 11|06 | 6 | Bahan Bacaan aten | Dokumen Doku 20,000,000.00 X | 1]06 | 6 | Bahan Bacaan aten | Dokumen Doku 20,000,000.00
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe
ode kekening Pemerintahan Lol_(as Program t Pagu (Rp) ode Rekening Pemerintahan Lokas Program t Pagu (Rp)
dan Program ! /Kegiatan/Su Capai dan Program : /Kegiatan/Su Capali
9 grat an g - an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
dan Peraturan | Bandu | Bahan men dan Peraturan | Bandu | Bahan men
Perundang- ng Bacaan dan Perundang- ng Bacaan dan
undangan Peraturan undangan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
yang yang
Disediakan Disediakan
S Kabup Jumlah I Kabup Jumiah
xlol2lo FaS|_I|taS| aten Lap_o_ran_ 4 Rp xlolo2 FaS|_I|taS| aten Lapp_ran_ 4 Rp
X x|1]06!s8 Kunjungan Bandu FaS|_I|taS| Lapor 35,000,000.00 X X | 1106 Kunjungan Bandu FaS|_I|ta5| Lapor 35,000,000.00
Tamu Kunjungan an Tamu Kunjungan an
ng ng
Tamu Tamu
Jumlah Jumlah
Penyelenggara Laporan Penyelenggara Laporan
an Rapat Kabup | Penyelengga 20 an Rapat Kabup | Penyelengga 20
X X102 10 Koordinasi dan aten | raan Rapat Lapor Rp X X102 Koordinasi dan aten | raan Rapat Lapor Rp
X|11]|061|9 . Bandu | Koordinasi 350,000,000.00 X |1]06 . Bandu | Koordinasi 350,000,000.00
Konsultasi n dan an Konsultasi N dan an
SKPD 9 . SKPD 9 .
Konsultasi Konsultasi
SKPD SKPD
Pengadaan Pengadaan
Barang Milik Kabu | - Persentase Barang Milik Kabu | - Persentase
X X|10| 2 Ilgaerah paten | Ketersediaa PlOO R 40.000.000.00 | X X 10| 2 Eaerah_ paten | Ketersediaa PlOO R 40.000 000.00
X |1]o07 U?S::rjlang Band | n Barang err]se P e X |1]o07 U?S;J:Aang Band | n Barang e;se P R
Pemerintah ung Milik Daerah Pemerintah ung Milik Daerah
Daerah Daerah
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan
Kendaraan Kabup | Perorangan Kendaraan Kabup | Perorangan
X X | 0| 2. | 0| Perorangan aten Dinas atau 0 Unit Rp X X 10| 2 Perorangan aten Dinas atau 0 Unit Rp
X | 1|07 |1 | Dinas atau Bandu | Kendaraan 10,000,000.00 X |1]07 Dinas atau Bandu | Kendaraan 10,000,000.00
Kendaraan ng Dinas Kendaraan ng Dinas
Dinas Jabatan Jabatan yang Dinas Jabatan Jabatan yang
Disediakan Disediakan
X| X0 2. | 0] Pengadaan Kabup | Jumlah Unit 1 Unit Rp| X[ X ]0] 2 Pengadaan Kabup | Jumlah Unit 1 Unit Rp
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan ) Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
X | 2|08 |2 | Kendaraan aten | Kendaraan 10,000,000.00 X | 2|08 |2 | Kendaraan aten | Kendaraan 10,000,000.00
Dinas Bandu | Dinas Dinas Bandu | Dinas
Operasional ng Operasional Operasional ng Operasional
atau Lapangan atau atau Lapangan atau
Lapangan Lapangan
yang yang
Disediakan Disediakan
Kabup Kabup
x| X102 10 Pengadaan aten ‘I:/lugt')gh gr?ket o Unit Rp [ [ X|0]2 |0 Pengadaan aten ‘;A“gt’)gh zsket o Unit Rp
X | 1]07|5 | Mebel Bandu | “oPe yang 10,000,000.00 X | 107 |5 | Mebel Bandu | M coc Yang 10,000,000.00
ng Disediakan ng Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Kabup | Prasarana Sarana dan Kabup | Prasarana
X X 10| 2 | 1| Prasarana aten Gedung 0 Unit Rp X X 10| 2 | 1| Prasarana aten Gedung 0 Unit Rp
X 11|07 |0 | Gedung Kantor | Bandu | Kantor atau 10,000,000.00 X | 1|07 |0 | Gedung Kantor | Bandu | Kantor atau 10,000,000.00
atau Bangunan ng Bangunan atau Bangunan ng Bangunan
Lainnya Lainnya yang Lainnya Lainnya yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan - Persentase Penyediaan - Persentase
Jasa Kabu Ketersediaa 100 Jasa Kabu Ketersediaa 100
X 10| 2 Penunjang paten X|10] 2 Penunjang paten
X x 1108 Urusan Band n.]asa_ Perse Rp 2,058,780,000.00 | X x 1|08 Urusan Band nJasa_ Perse Rp  2,058,780,000.00
. Penunjang n . Penunjang n
Pemerintahan ung Pemerintahan ung
Perkantoran Perkantoran
Daerah Daerah
Kabu Jumlah Kabu Jumlah
Penyediaan P Laporan 1 Penyediaan P Laporan 1
X X101210 Jasa Surat aten Penyediaan Lapor Rp X X 101210 Jasa Surat aten Penyediaan Lapor Rp
X|11]|08|1 Bandu 10,000,000.00 X|{1]08|1 Bandu 10,000,000.00
Menyurat Jasa Surat an Menyurat Jasa Surat an
ng ng
Menyurat Menyurat
Penyediaan Jumiah Penyediaan Jumiah
3 Y Kabup | Laporan y Kabup | Laporan
Xx|o|2 [o]28 ikasi aten Penyediaan 12 Rp X|0|l2 |0 Jasa iKkasi aten Penyediaan 12 Rp
XIx | 1|08 |2 |Komunikasl, | pangy | Jasa Lapor 112,500,000.00 | X| X | 1 | o8 | 2 | Komunikasi, | gopgy | Jasa Lapor 112,500,000.00
Sumber Daya I an Sumber Daya — an
. N ng Komunikasi, . oo ng Komunikasi,
Air dan Listrik Air dan Listrik
Sumber Daya Sumber Daya
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe
ode kekening Pemerintahan Lol_(as Program t Pagu (Rp) ode Rekening Pemerintahan Lokas Program t Pagu (Rp)
dan Program ! /Kegiatan/Su Capai dan Program : /Kegiatan/Su Capali
9 grat an g - an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
Air dan Listrik Air dan Listrik
yang yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Penyediaan Kabup | Penyediaan 12 Penyediaan Kabup | Penyediaan 12
X X|10]| 2 | 0] Jdasa aten Jasa Lapor Rp X X|10| 2 | 0| Jdasa aten | Jasa Lapor Rp
X | 1]08]| 4 | Pelayanan Bandu | Pelayanan an 1,936,280,000.00 X | 1|08 ]| 4 | Pelayanan Bandu | Pelayanan an 1,936,280,000.00
Umum Kantor ng Umum Umum Kantor ng Umum
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Pemeliharaan
Barang Milik Kabu |- Persentase Barang Milik Kabu |- Persentase
x ol 2 Daerah paten Kpemenuha 100 xlol 2 Daerah paten Kpemenuha 100
X X |1 Oé Penunjang Band n_B_arang Perse Rp 450,000,000.00 | X X |1 Oé Penunjang Band n_B_arang Perse Rp 450,000,000.00
Urusan ung Milik Daerah n Urusan ung Milik Daerah n
Pemerintahan Layak Pakai Pemerintahan Layak Pakai
Daerah Daerah
Penyediaan Jumlah Penyediaan Jumlah
Jasa Kendaraan Jasa Kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan Pemeliharaan, Perorangan
Biaya Kabup Dinas atau Biaya Kabup Dinas atau
Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan
X X101210 dan Pajak aten Dinas 1 Unit Rp X X 101210 dan Pajak aten Dinas 1 Unit Rp
X|11]09 1 Bandu 100,000,000.00 X|11]09 |1 Bandu 100,000,000.00
Kendaraan Jabatan yang Kendaraan Jabatan yang
ng L ng e
Perorangan Dipelihara Perorangan Dipelihara
Dinas atau dan Dinas atau dan
Kendaraan Dibayarkan Kendaraan Dibayarkan
Dinas Jabatan Pajaknya Dinas Jabatan Pajaknya
Penyediaan Jumlah Penyediaan Jumlah
Jasa Kendaraan Jasa Kendaraan
Pemeliharaan, Kabup Dinas Pemeliharaan, Kabup Dinas
X X101210 Biaya aten Operasional 37 Rp X X 101210 Biaya aten Operasional 37 Rp
X|11]09 ]2 . Bandu Unit 70,000,000.00 X|11]09]|2 . Bandu Unit 70,000,000.00
Pemeliharaan, n atau Pemeliharaan, N atau
Pajak, dan 9 Lapangan Pajak, dan 9 Lapangan
Perizinan yang Perizinan yang
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan ) Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
Kendaraan Dipelihara Kendaraan Dipelihara
Dinas dan Dinas dan
Operasional Dibayarkan Operasional Dibayarkan
atau Lapangan Pajak dan atau Lapangan Pajak dan
Perizinannya Perizinannya
Kabup Kabup
X X|10| 2 Pemeliharaan aten ‘liﬂué?)gh an 1 Unit Rp X X | 0] 2. | 0| Pemeliharaan aten ‘;Aug)lealh an 1 Unit Rp
X | 0| o8 Mebel Bandu | Mooo Yang 10,000,000.00 X | 0|08]|5 | Mebel Bandu | o ooo Yang 10,000,000.00
ng Dipelihara ng Dipelihara
Kabu Jumlah Kabu Jumlah
Pemeliharaan P | Peralatan Pemeliharaan P | Peralatan
X X102 Peralatan dan aten dan Mesin 2 Unit Rp X X101 210 Peralatan dan aten dan Mesin 2 Unit Rp
X |1]09 - - Bandu . 20,000,000.00 X|11]09|6 . : Bandu . 20,000,000.00
Mesin Lainnya Lainnya yang Mesin Lainnya Lainnya yang
ng . ng S
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan Kabup | Jumlah Aset Pemeliharaan Kabup | Jumlah Aset
X X102 Aset Teta| aten | Tetap 5 Unit Rp X X 101210 Aset Teta aten | Tetap 5 Unit Rp
X 1109 Lai P Bandu | Lainnya yang 50,000,000.00 X|11]09 |7 ) P Bandu | Lainnya yang 50,000,000.00
ainnya S Lainnya S
ng Dipelihara ng Dipelihara
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan/ Kabu Gedung Pemeliharaan/ Kabu Gedung
Rehabilitasi P | Kantor dan Rehabilitasi P | Kantor dan
X X|10}2 Gedung Kantor aten Bangunan 1 Unit Rp X X102 10 Gedung Kantor aten Bangunan 1 Unit Rp
X |1]|09 9 Bandu ng 200,000,000.00 X]11|09]9 g Bandu ng 200,000,000.00
dan Bangunan n Lainnya yang dan Bangunan n Lainnya yang
Lainnya 9 Dipelihara/Dir Lainnya 9 Dipelihara/Dir
ehabilitasi ehabilitasi
Jumlah Rp 10,037,103,000.00 Jumlah Rp 10,037,103,000.00
Program 1 Program 1
PROGRAM Kabu ig;sai”;:‘rs]gn PROGRAM Kabu gg;sﬁ;gﬁzn
0|0 PENANGGUL | paten o 0|0 PENANGGUL | paten o
5|3 ANGAN Band Eegﬁnggula 100% Rp  5,877,241,000.00 5|3 ANGAN Band Irl?eg;a\mggula 100% Rp  5,877,241,000.00
BENCANA ung | N9 BENCANA ung | N9
Bencana Bencana
AR R U TN S S I B e £ 1
53|01 Rawan Band | Negara P T 53|01 Rawan Band | Negara P T
B Orang Orang
encana ung | yang Bencana ung | yang
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan ) Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
Kabupaten/Ko memperoleh Kabupaten/Ko memperoleh
ta layanan ta layanan
informasi informasi
rawan rawan
bencana bencana
Penyusunan Jumiah Penyusunan Jumiah
nyusunz Kabup | Dokumen nyusunz Kabup | Dokumen
Kajian Risiko ;) - 0 Kajian Risiko ; - 0
o(o0j2 |0 Bencana aten Kajian Risiko Doku Rp 0|02 Bencana aten Kajian Risiko Doku Rp
513|011 Bandu | Bencana 10,000,000.00 53|01 Bandu | Bencana 10,000,000.00
Kabupaten/Kot men Kabupaten/Kot men
ng yang ng yang
a . . a . L
Dilegalisasi Dilegalisasi
Jumlah Jumlah
Orang yang Orang yang
Mendapatkan Mendapatkan
Sosialisasi, Sosialisasi,
Komunikasi, Komunikasi,
Informasi dan Informasi dan
Edukasi (KIE) Edukasi (KIE)
Rawan Rawan
Sosialisasi Bencana Sosialisasi Bencana
SO, Kabupaten/K O Kabupaten/K
Komunikasi, Komunikasi,
; ota (Per . ota (Per
Informasi dan Kabu Jenis Informasi dan Kabu Jenis
Edukasi (KIE) P 75000 Edukasi (KIE) P 75000
o(o0j2 |0 Rawan aten Bencana) 0 Rp 0|02 Rawan aten Bencana) 0 Rp
513|012 Bandu | Secara Tatap 400,000,000.00 53|01 Bandu | Secara Tatap 400,000,000.00
Bencana Orang Bencana Orang
ng Muka kepada ng Muka kepada
Kabupaten/Kot Penduduk Kabupaten/Kot Penduduk
a (Per Jenis yang Tinggal a (Per Jenis yang Tinggal
Bencana) di Daerah Bencana) di Daerah
Rawan Rawan
Bencana Bencana
Sesuai Jenis Sesuai Jenis
Ancaman Ancaman
yang Ada di yang Ada di
Kawasan Kawasan
Tempat Tempat
Tinggalnya Tinggalnya
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan ) Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
Jumlah Jumlah
warga warga
Pelayanan negara yang Pelayanan negarayang
Pencegahan Kabu | memperoleh Pencegahan Kabu | memperoleh
0|0 2 dan paten | layanan 70000 0|02 dan paten | layanan 70000
: L 0 Rp 2,643,000,000.00 L 0 Rp 2,643,000,000.00
513102 Kesiapsiagaa | Band | Pencegahan o 513102 Kesiapsiagaa | Band | Pencegahan
rang Orang
n Terhadap ung dan n Terhadap ung dan
Bencana Kesiapsiaga Bencana Kesiapsiaga
an terhadap an terhadap
Bencana Bencana
Penyusunan Jumian Penyusunan Jumiah
y Dokumen y Dokumen
Rencana Kabup Rencana Kabup
Rencana 0 Rencana 0
0| 0| 2. | 0| Penanggulang aten Penanaqulan Doku Rp 00| 2 Penanggulang aten Penanaqulan Doku Rp
5|3 |02]|1|anBencana Bandu 99 10,000,000.00 53|02 an Bencana Bandu 99 10,000,000.00
gan Bencana men gan Bencana men
Kabupaten/Kot ng an Kabupaten/Kot ng an
a yang a yang =~
Dilegalisasi Dilegalisasi
Jumlah Jumlah
Warga Warga
Pelatihan Negara dan Pelatihan Negara dan
Pencegahan Kabup | Aparatur Pencegahan Kabup | Aparatur
0|0 2. | 0| dan Mitigasi aten | yang 120 Rp 0|02 dan Mitigasi aten | yang 120 Rp
513 |02]| 2 | Bencana Bandu | Mengikuti Orang 300,000,000.00 513]|02 Bencana Bandu | Mengikuti Orang 300,000,000.00
Kabupaten/Kot ng Pelatihan Kabupaten/Kot ng Pelatihan
a Pencegahan a Pencegahan
dan Mitigasi dan Mitigasi
Bencana Bencana
Pengendalian Jumlah Pengendalian Jumlah
Operasi dan Dokumen Operasi dan Dokumen
Penyediaan Kabu Hasil Penyediaan Kabu Hasil
Sarana P Pengendalian 1 Sarana P Pengendalian 1
0101210 Prasarana aten Operasi dan Doku Rp 0102 Prasarana aten Operasi dan Doku Rp
5131023 e Bandu P . 700,000,000.00 51]3]|02 S Bandu P - 700,000,000.00
Kesiapsiagaan n Penyediaan men Kesiapsiagaan N Penyediaan men
Terhadap 9 Sarana Terhadap 9 Sarana
Bencana Prasarana Bencana Prasarana
Kabupaten/Kot Kesiapsiagaa Kabupaten/Kot Kesiapsiagaa
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan . Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
a n Terhadap a n Terhadap
Bencana Bencana
Kabupaten/K Kabupaten/K
ota ota
Jumlah Jumlah
. Peralatan . Peralatan
Penyediaan Penyediaan
Penyelamata Penyelamata
Peralatan e . Peralatan he .
- Kabup | n Diri bagi - Kabup | n Diri bagi
Perlindungan L Perlindungan L
0|02 |0 dan aten Individu 3 Unit Rp 00| 2 dan aten Individu 3 Unit Rp
513024 L Bandu | Warga 300,000,000.00 53|02 L Bandu | Warga 300,000,000.00
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
ng Negara, ng Negara,
terhadap terhadap
Keluarga, Keluarga,
Bencana Bencana
maupun maupun
Petugas Petugas
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Analisis Analisis
Risiko Risiko
Pengelolaan Bencana Pengelolaan Bencana
Risiko Kabup pada 0 Risiko Kabup pada 0
0107210 Bencana aten Kegiatan Doku Rp 01072 Bencana aten Kegiatan Doku Rp
513|025 Bandu 9 10,000,000.00 51]3]|02 Bandu g 10,000,000.00
Kabupaten/Kot n Pembanguna men Kabupaten/Kot N Pembanguna | men
a 9 n yang a 9 n yang
Mempunyai Mempunyai
Risiko Tinggi Risiko Tinggi
Menimbulkan Menimbulkan
Bencana Bencana
- Jumlah - Jumlah
Penguatan Kawasan Penguatan Kawasan
Kapasitas yang -1 Kapasitas yang -1
Kawasan Kabup Ditingkatkan Kawa Kawasan Kabup Ditingkatkan Kawa
0101210 untuk aten Kapasitasnya san Rp 0102 untuk aten Kapasitasnya san Rp
5(3/02]|6 Bandu | LoP Y 400,000,000.00 53|02 Bandu | 2P y 400,000,000.00
Pencegahan n dalamPenceg -1 Pencegahan N dalamPenceg -1
dan 9 ahan dan Kali dan 9 ahan dan Kali
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaa Kesiapsiagaan Kesiapsiagaa
n Bencana n Bencana
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Taige
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan . Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
- Jumlah - Jumlah
Kegiatan Kegiatan
Stabilisasi Stabilisasi
Lereng/pena Lereng/pena
han tanah han tanah
Pengembanga Jumiah Pengembanga Jumiah
. Personil TRC ; Personil TRC
n Kapasitas n Kapasitas
Tim Reaksi Kabup | yang Tim Reaksi Kabup | yang
0|02 |0 Cepat (TRC) aten Dikembangka 150 Rp 0|02 Cepat (TRC) aten Dikembangka 150 Rp
513028 p Bandu | n Kapasitas Orang 463,000,000.00 53|02 P Bandu | n Kapasitas Orang 463,000,000.00
Bencana - Bencana )
ng Teknis dan ng Teknis dan
Kabupaten/Kot o Kabupaten/Kot C
a Manajerialny a Manajerialny
a a
Jumlah Jumlah
Penvusunan Kabup | Dokumen 1 Penvusunan Kabup | Dokumen 1
0|02 |0 Ren}(l:ana aten Rencana Doku Rp 00| 2 Ren)(/:ana aten Rencana Doku Rp
51310219 " . Bandu | Kontinjensi 200,000,000.00 513]|02 " . Bandu | Kontinjensi 200,000,000.00
Kontijensi men Kontijensi men
ng yang ng yang
Dilegalisasi Dilegalisasi
Jumlah Jumlah
Aparatur dan Aparatur dan
Gladi Kabup | Warga Gladi Kabup | Warga
0| 0| 2. | 1| Kesiapsiagaan aten Negara yang 200 Rp 0|02 Kesiapsiagaan aten Negara yang 200 Rp
53|02 | 0| Terhadap Bandu | Mengikuti Orang 250,000,000.00 5(13]02 Terhadap Bandu | Mengikuti Orang 250,000,000.00
Bencana ng Gladi Bencana ng Gladi
Kesiapsiagaa Kesiapsiagaa
n n
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Penyusunan R Penyusunan
encana Rencana
Rencana Kabup Penanaaulan 0 Rencana Kabup Penanaaulan 0
0| 0| 2. | 1| Penanggulang aten an 99 Doku Rp 0|0 2 Penanggulang aten an 99 Doku Rp
5/3[02|1]an Bandu | J 10,000,000.00 5302 an Bandu | J 10,000,000.00
Kedaruratan men Kedaruratan men
Kedaruratan ng Kedaruratan ng
Bencana Bencana Bencana Bencana
(RPKB) yang (RPKB) yang
Dilegalisasi Dilegalisasi
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Taige
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan . Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
Jumlah Jumlah
Keluarga Keluarga
. yang . yang
Pelatihan Mengikuti 0 Pelatihan Mengikuti 0
0|0 2 | 1] Keluarga . Rp 0|0 2 Keluarga . Rp
Pelatihan Keluar Pelatihan Keluar
513 |02| 2 | Tanggap - 51302 Tanggap -
Keluarga ga Keluarga ga
Bencana Alam Bencana Alam
Tanggap Tanggap
Bencana Bencana
Alam Alam
Jumlah Jumlah
Warga Warga
Pelayanan Negara yang Pelayanan Negara yang
P | Kabu | memperoleh | Kabu | memperoleh
0|02 enye amata_n paten | layanan 25000 00| 2 Penye amata_n paten | layanan 25000
; dan Evakuasi 0 Rp 1,655,000,000.00 dan Evakuasi 0 Rp 1,655,000,000.00
53|03 Band | Penyelamata 53|03 Band | Penyelamata
Korban Orang Korban Orang
ung n dan ung n dan
Bencana . Bencana .
Evakuasi Evakuasi
Korban Korban
Bencana Bencana
Jumlah Jumlah
Respon Cepat Lap°“f"” . Respon Cepat Laporgn .
o Koordinasi o Koordinasi
Kejadian Luar Kabup Kejadian Luar Kabup
) Respon 0 ; Respon 0
0|0 2 | O | Biasa aten Cepat Lapor Rp 00| 2 Biasa aten Cepat Lapor Rp
5 13| 03| 1| Penyakit/Waba | Bandu pat P 10,000,000.00 513103 Penyakit/Waba | Bandu pat P 10,000,000.00
. Kejadian an . Kejadian an
h Zoonosis ng - h Zoonosis ng .
Prioritas Luar Biasa Prioritas Luar Biasa
Penyakit/Wa Penyakit/Wa
bah Prioritas bah Prioritas
SK SK
Penetapan i Penetapan i
SZ?SI%T cepat Kabup | Status Dotu ngl?r%rt] cepat Kabup | Status Dotu
0(0j2 |0 Bencana aten Darurat men Rp 0|0 2 Bencana aten Darurat men Rp
5]13|03]|2 Bandu | Bencana dan 350,000,000.00 513|083 Bandu | Bencana dan 350,000,000.00
Kabupaten/Kot - Kabupaten/Kot -
ng SKPDB yang ng SKPDB yang
a . 100% a . 100%
Ditetapkan Ditetapkan
Paling Lama Paling Lama
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe
ode kekening Pemerintahan Lol_(as Program t Pagu (Rp) ode Rekening Pemerintahan Lokas Program t Pagu (Rp)
dan Program ! /Kegiatan/Su Capai dan Program ! /Kegiatan/Su Capali
9 grat an g - an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
1x24 Jam 1x24 Jam
berdasarkan berdasarkan
Hasil Hasil
Dokumen Dokumen
Laporan Kaji Laporan Kaji
Cepat Cepat
Jumlah Jumlah
Pencarian, Korban yang Pencarian, Korban yang
Pertolongan Kabup Berhasil Pertolongan Kabup Berhasil
dan Evakuasi Ditemukan, 10000 dan Evakuasi Ditemukan, 10000
0107210 Korban aten Ditolong, dan 0 Rp 010712 Korban aten Ditolong, dan 0 Rp
5131033 Bandu : L 200,000,000.00 513|083 Bandu - L 200,000,000.00
Bencana n Dievakuasi Orang Bencana n Dievakuasi Orang
Kabupaten/Kot 9 Per Jenis Kabupaten/Kot 9 Per Jenis
a Kejadian a Kejadian
Bencana Bencana
Jumlah Jumlah
Korban Korban
Penyediaan Bencana Penyediaan Bencana
Logistik yang Logistik yang
Penyelamatan | Kabup | Mendapatkan 10000 Penyelamatan | Kabup | Mendapatkan 10000
0| 0| 2. | 0| dan Evakuasi aten | Distribusi 0 Rp 0|0 2 dan Evakuasi aten | Distribusi 0 Rp
513 |03]| 4 | Korban Bandu | Logistik 1,075,000,000.00 5]13]|03 Korban Bandu | Logistik 1,075,000,000.00
Bencana n Penyelamata Orang Bencana n Penyelamata Orang
g Y/ g Y/
Kabupaten/Kot n dan Kabupaten/Kot n dan
a Evakuasi a Evakuasi
Korban Korban
Bencana Bencana
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Aktivasi Sistem Kabup Pelaksanaan Aktivasi Sistem Kabup Pelaksanaan
Komando Aktivasi 0 Komando Aktivasi 0
0101210 Penanganan aten Sistem Lapor Rp 010)2 Penanganan aten Sistem Lapor Rp
513|035 Bandu 10,000,000.00 51303 Bandu 10,000,000.00
Darurat ng Komando an Darurat ng Komando an
Bencana Penanganan Bencana Penanganan
Darurat Darurat
Bencana Bencana
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe Kode Rekeni Urusan Kinerja Targe
ode kekening Pemerintahan Lol_(as Program t Pagu (Rp) ode Rekening Pemerintahan Lokas Program t Pagu (Rp)
dan Program ! /Kegiatan/Su Capai dan Program ! /Kegiatan/Su Capali
9 grat an g - an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
SK SK
Penetapan Penetapan
Status Status
Darurat Darurat
Bencana dan Bencana dan
SKPDB yang SKPDB yang
Respon Cepat Ditetapkan Respon Cepat Ditetapkan
Bencana Non Kabup Paling Lama -0 Bencana Non Kabup Paling Lama -0
0|02 |0 Alam aten 1x24 Jam Doku Rp 0|02 Alam aten 1x24 Jam Doku Rp
513|03]|6 . - Bandu men 10,000,000.00 513103 . . Bandu men 10,000,000.00
Epidemi/Waba n berdasarkan - 0% Epidemi/Waba n berdasarkan - 0%
h Penyakit g Hasil 0 h Penyakit 9 Hasil 0
Dokumen Dokumen
Laporan Laporan
Investigasi Investigasi
KLB dan KLB dan
Epidemiologi Epidemiologi
Terpadu Terpadu
persentase persentase
lembaga lembaga
kebencanaa kebencanaa
n/PD yang n/PD yang
Penataan Kabu | melaksanak Penataan Kabu | melaksanak
00| 2 Sistem Dasar paten | an 00| 2 Sistem Dasar paten | an
53|04 Penanggulan Band | penyelengga 100% Rp 1,169,241,000.00 5(13]04 Penanggulan Band | penyelengga 100% Rp 1,169,241,000.00
gan Bencana ung raan gan Bencana ung raan
penanggula penanggula
ngan ngan
kebencanaa kebencanaa
n n
Jumlah Jumlah
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Regulasi Kabup | Regulasi 0 Regulasi Kabup | Regulasi 0
0| 0] 2. | 0| Penanggulang aten Pendukung Doku 00| 2 Penanggulang aten Pendukung Doku
53|04 | 1] anBencana Bandu | Penyelengga 10,000,000 53|04 an Bencana Bandu | Penyelengga 10,000,000
men men
Kabupaten/Kot ng raan Kabupaten/Kot ng raan
a Penanggulan a Penanggulan
gan Bencana gan Bencana
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Taige
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan ) Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
di Daerah di Daerah
Penguatan Jumiah Penguatan Jumiah
9 Kabup | Dokumen 9 Kabup | Dokumen
Kelembagaan 0 Kelembagaan 0
1 0|02 |0 Bencana aten | Tata Kelola Doku 1 0|02 |0 Bencana aten | Tata Kelola Doku
513042 Bandu | Kelembagaa 10,000,000 513042 Bandu | Kelembagaa 10,000,000
Kabupaten/Kot men Kabupaten/Kot men
ng n Bencana ng n Bencana
a a
Daerah Daerah
. Jumlah . Jumlah
Kerjasama Kerjasama
Dokumen Dokumen
antar Lembaga . antar Lembaga .
. Kerja Sama . Kerja Sama
dan Kemitraan | Kabup dan Kemitraan | Kabup
antar 0 antar 0
1 010712 10 dalam aten Lembaga dan | Doku 1 01072 10 dalam aten Lembaga dan | Doku
53|04 | 3| Penanggulang | Bandu : 10,000,000 5 | 3|04 | 3 | Penanggulang | Bandu - 10,000,000
Kemitraan men Kemitraan men
an Bencana ng dalam an Bencana ng dalam
Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot
a Penanggulan a Penanggulan
gan Bencana gan Bencana
Pengelolaan Pengelolaan
dan Kabup | Jumlah Data 0 dan Kabup | Jumlah Data 0
1 0| 0| 2. | 0| Pemanfaatan aten | dan Informasi Doku 1 0|0 2. | 0| Pemanfaatan aten | dan Informasi Doku
5|3]| 04| 4| Sistem Bandu | Kebencanaa men 10,000,000 513|044 | Sistem Bandu | Kebencanaa men 10,000,000
Informasi ng n Informasi ng n
Kebencanaan Kebencanaan
Pembinaan Jumlah Pembinaan Jumlah
dan Kabu Laporan dan Kabu Laporan
Pengawasan P | Hasil Binwas 0 Pengawasan P | Hasil Binwas 0
1 0107210 Penyelenggara aten Penyelengga | Lapor 1 0107210 Penyelenggara aten Penyelengga | Lapor
513|045 Bandu 10,000,000 513|045 Bandu 10,000,000
an raan an an raan an
ng ng
Penanggulang Penanggulan Penanggulang Penanggulan
an Bencana gan Bencana an Bencana gan Bencana
Jumlah Jumlah
Penanganan Kabup Dokumen Penanganan Kabup Dokumen
Penanganan 4 Penanganan 4
1 00| 2. | 0| Pascabencana aten Pasca Doku Rp 1 0| 0| 2. | 0| Pascabencana aten Pasca Doku Rp
5|3 | 04| 6 | Kabupaten/Kot | Bandu B 1,119,241,000.00 5 |3 |04 | 6 | Kabupaten/Kot | Bandu 1,119,241,000.00
a ng encana men a ng Bencana men
Kabupaten/K Kabupaten/K
ota Melalui ota Melalui
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Perancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Bidang Indikator Bidang Indikator
Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta{ge Kode Rekening Urusan Lokas Kinerja Ta;ge
Pemerintahan . Program . Pagu (Rp) Pemerintahan ) Program . Pagu (Rp)
i ; Capai i - Capai
dan Program /Kegiatan/Su an dan Program /Kegiatan/Su an
dan Kegiatan b Kegiatan dan Kegiatan b Kegiatan
Pengkajian Pengkajian
Kebutuhan Kebutuhan
Pasca Pasca
Bencana Bencana
JITu JITu
PASNA) PASNA)
Rencana Rencana
Rehabilitasi Rehabilitasi
dan dan
Rekonstruksi Rekonstruksi
Pasca Pasca
Bencana Bencana
(R3P) (R3P)
Jumiah Rp  5,877,241,000.00 Jumiah Rp  5,877,241,000.00
Program 2 Program 2
Jumlah Jumlah
Program 142 Rp 15,914,344,000.00 Program 142 Rp 15,914,344,000.00
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung berasaskan lima
prinsip yaitu perencanaan politik, perencanaan teknokratik, perencanaan
partisipatif, perencanaan top down, dan perencanaan bottom up. Musrenbang
Kabupaten Bandung tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif,
perencanaan top down dan perencanaan bottomup yang dimulai dari tingkat desa,
tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Namun demikian sejak tahun anggaran
2017 pada kegiatan musrenbang kewilayahan (usulan bottom up), BPBD
Kabupaten Bandung tidak termasuk OPD yang mengusung dan mengakomodir

usulan musrenbang kewilayahan.

Tabel 2.11
T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bandung Tahun 2025

Program,

No | Kegiatan dan Sub | Lokasi Ino_hkat_or Besaran/ Catatan
, Kinerja Volume
Kegiatan
NIHIL
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BAB il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan

penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

3.1

3.2

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional pada dokumen RPJMN salah satunya Prioritas Ke-6 vyaitu
tentang “Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”
diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung
Tahun 2025 memuat 9 prioritas dimana prioritas homor lima berbunyi “Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Mendukung PembangunanBerkelanjutan
dan Mengantisipasi Risiko Perubahan Iklim”, ini sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Prioritas ke-6 yaitu “Reformasi
Sistem  Kesiapsiagaan  Penanggulangan Risiko Bencana”. Sedangkan
penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung masuk dalam misi ketiga yaitu
“‘Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang
menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan”.
Untuk mendukung pencapaian misi ketiga Kabupaten Bandung serta tujuan dan
sasaran BPBD, disusunlah empat strategi penanggulangan bencana di Kabupaten

Bandung yaitu:

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur BPBD;

2. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam
kondisi siaga bencana dan tanggap darurat;

3. Memberdayakan seluruh sumber daya kebencanaan di Kabupaten Bandung dalam
rangka mewujudkan good governance;

4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat
kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten

Bandung.
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang

bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
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BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
TUJUAN SASARAN . :
sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun visi dan misi

BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan

PROGRAM &

Ee A pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan

pendukungnya. Visi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 — 2026
mengacu kepada Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis,
Agamis, Sejahtera)”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-3 (Ketiga) yaitu:

“Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat
yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan

lingkungan”.

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen
yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh
kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis
kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu
stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan
menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait
penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk
diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas public agar

memiliki kepentingan terhadap bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi. Sesuai dengan peran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi (Core business)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam
penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi
bencana.
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5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak

terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten
Bandung Tahun 2024 dalam rangka mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD
(Misi Ketiga), dalam program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 adalah sebagai
berikut:

TUJUAN
1. Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap

bencana.
SASARAN

1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana,;

2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat.

Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai
dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi
dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi Bupati Kabupaten
Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang
lebih operasional. Berikut turunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dijelaskan melalui indikator (output) pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Tujuan dan Sasaran BPBD

Program/Kegiatan/Sub Indikator
No Tujuan Sasaran 9 Kegi g Outcome Outcome Ket.
egiatan ) . Output
Ultimate Intermedite
Meningkatnya kualitas
kinerja aparatur dan
Meningkatnya | penyelenggaraan PROGRAM
1 akuntabilitas urusan pemerintahan PENUNJANG URUSAN Nilai IKM
pemerintah bidang kentraman dan PEMERINTAHAN Nilai SAKIP
daerah ketertiban umum serta DAERAH
perlindungan
masyarakat
Persentase
. Dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran
Meningkatnya | Penganggaran dan Perencanaan, :
- RO dan Evaluasi
2 akuntabilitas Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Kinerja
pemerintah Perangkat Daerah yang Evaluasi Kinerja
h . Perangkat
daerah disusun sesuai Perangkat Daerah Daerah van
ketentuan dan tepat . yang
waktu disusun sesuai
ketentuan dan
tepat waktu
Menlngkgtnya Tersusunnya Dokumen Penyusunan Dokumen
3 akuntabilitas Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Jumiah Dokumen Perencanaan
pemerintah Perangkat Daerah
Daerah Daerah
daerah
Meningkatnya Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD
4 akuntabilitas RKA-SKPD dan Laporan | Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi
pemerintah Hasil Koordinasi RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
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Indikator

Program/Kegiatan/Sub

Tujuan Sasaran ) Outcome Outcome Ket.
Kegiatan Ultimate Intermedite Output
daerah Penyusunan Dokumen SKPD
RKA-
SKPD

Tersedianya Dokumen

DPA-SKPD dan Laporan | Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi

Meningkatnya
akuntabilitas

pemerintah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen DPA-
daerah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD SKPD
DPA- SKPD
Tersedianya Laporan
) Cap_aian Kin(_erja _da_ln ) Koordinasi dan Jumlah Laporan _Capgia_n Ki_nerja
Meningkatnya Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Lanoran dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
akuntabilitas SKPD dan Laporan Hasil VL in Lap SKPD dan Laporan Hasil
; R Capaian Kinerja dan o
pemerintah Koordinasi Penyusunan : PR Koordinasi Penyusunan Laporan
. L Ikhtisar Realisasi Kinerja . R :
daerah Laporan Capaian Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Persentase
Meningkatnya | Tersedianya Dokumen Dokumen
akuntabilitas pelaksanaan Administrasi Keuangan pelaksanaan
pemerintah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi
daerah yang tepat waktu Keuangan yang
tepat waktu
Meningkatnya
akuntabilitas Tersedianya Gaji dan Penyedian Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima
pemerintah Tunjangan ASN Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN
daerah
Tersedianya Laporan
Meningkatnya Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
akuntabilitas SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
pemerintah Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan
daerah Laporan Keuangan Akhir SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD
Persentase
Meningkatnya Tersedianya Dokumen Dokumen
L pelaksanaan Administrasi Barang pelaksanaan
akuntabilitas S - o e )
pemerintah At_jr_mnlstra5| Barang Milik Daerah pada Admlnlstr_a_5|
daerah Milik Daerah yang tepat Perangkat Daerah Barang Milik
waktu Daerah yang

tepat waktu

Tersedianya Laporan

Meningkatnya Hasil Penilaian Barang Jumlah Laporan Hasil Penilaian

Koordinasi dan Penilaian

akuntabilitas Milik Daerah dan Hasil L Barang Milik Daerah dan Hasil
’ o o Barang Milik Daerah b L
pemerintah Koordinasi Penilaian SKPD Koordinasi Penilaian Barang
daerah Barang Milik Daerah Milik Daerah SKPD
SKPD
. Persentase
Meningkatnya Tersedianya Dokumen o ) Dokumen
akuntabilitas pelaksanaan Administrasi pelaksanaan
. Administrasi Kepegawaian Perangkat e .
pemerintah . Administrasi
Kepegawaian yang Daerah ;
daerah Kepegawaian
tepat waktu
yang tepat waktu
Meningkatnya . . .

. Tersedianya Pakaian Pengadaan Pakaian . .
akunta_bllltas Dinas beserta Atribut Dinas Beserta Atribut Jumiah Pal_(et Pakaian Dinas
pemerintah Kelenak Kelenak beserta Atribut Kelengkapan
daerah elengkapan elengkapannya
Meningkatnya Terlaksananya - . Jumlah Pegawai Berdasarkan
akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Pend|d|k_an dan Pelatihan Tugas dan Fungsi yang

) ) Pegawai Berdasarkan o .
pemerintah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
daerah Tugas dan Fungsi 9 9 Pelatihan

Meningkatnya

akuntabilitas Terlaksananya Sosialisasi

Peraturan Perundang-

Jumlah Orang yang Mengikuti

Sosialisasi Peraturan L
Sosialisasi Peraturan

gemenntah Undangan Perundang-Undangan Perundang-Undangan
aerah
Persentase
Meningkatnya | Tesedianya Dokumen Dokumen
akuntabilitas pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pemenuhan
pemerintah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pelayanan
daerah Kantor Administrasi

Umum Kantor

Tersedianya

Meningkatnya Komponen Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen

akuntabilitas Insta?asi Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan

pemerintah e Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Listrik/Penerangan oo

daerah Bangunan Kantor Disediakan

Bangunan Kantor

Meningkatnya Jumlah Paket Peralatan dan

akuntabilitas Tersedianya Peralatan Penyediaan Peralatan
pemerintah dan Perlengkapan Kantor | dan Perlengkapan Kantor Pgrlengkapan Kantor yang
Disediakan

daerah
Meningkatnya
akuntabilitas Tersedianya Peralatan Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah
pemerintah Rumah Tangga Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
daerah
Meningkatnya
akuntabilitas Tersedianya Bahan Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik
pemerintah Logistik Kantor Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
daerah
Memngk_a}tnya Tersedianya Barang Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan
akuntabilitas

; Cetakan dan Cetakan dan dan Penggandaan yang
pemerintah d d Disediak
daerah Penggandaan Penggandaan isediakan
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

No Tujuan Sasaran ) Outcome Outcome Ket.
Kegiatan Ultimate Intermedite Output
Zﬂkeuwf;(iﬁga EZL?:r:angzn Bahan Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan

22 ; Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
pemerintah Peraturan Perundang- d d d isediak
daerah undangan Perundang-undangan Undangan yang Disediakan
Meningkatnya

23 akuntabilitas Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi
pemerintah Kunjungan Tamu Tamu Kunjungan Tamu
daerah
Meningkatnya Terlaksananya
akuntabilitas Penyelenggaraan Rapat Penye_leng_garaan Rapat . Jumiah Laporan

24 emerintah Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
P SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
daerah SKPD

Persentase
Dokumen
. Pelayanan
Meningkatnya Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Pengadaan
. Pelayanan Pengadaan ; -
25 akunta_bllltas Barang Milik Daerah Daerah Penunj_ang Barang Milik
pemerintah ; Urusan Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan )
daerah g Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah
Urusan
Pemerintah
Daerah
gﬂkir:?a?g(iﬁttgga Tersedianya Kendaraan Pengadaan Kendaraan ‘;i?g?:nug:: ;ﬁgjsa;?:c

26 ; Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau gan U
pemerintah Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang
daerah Disediakan
Menlngka}tnya Tersedianya Kendaraan Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
akuntabilitas - ) ) : .

27 emerintah Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan
gaerah Lapangan Lapangan yang Disediakan
Meningkatnya

28 akuntgbmtas Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel nglah Paket Mebel yang
pemerintah Disediakan
daerah
Meningkatnya ; Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan

™ Tersedianya Gedung
29 akunta_bllltas Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor atau
pemerintah ; Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya ; oo
daerah Lainnya Disediakan
Persentase
. . laporan
Menlngkqtnya Tersed|§mya laporan Penyediaan Jasa penyediaan Jasa
akuntabilitas penyediaan Jasa : -

30 ; - Penunjang Urusan Penunjang
pemerintah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan
daerah Pemerintahan Daerah .

Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Terlaksananya
akuntabilitas - Y Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan

31 ; Penyediaan Jasa Surat
pemerintah M Menyurat Jasa Surat Menyurat
daerah enyurat
QAIZ T:?fgﬁ::ga Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan

32 emerintah Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya
gaerah Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan
Meningkatnya .
akuntabilitas Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan

33 ) Jasa Pelayanan Umum Kantor
pemerintah Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor C
daerah yang Disediakan
Meningkatnya . Pemeliharaan Barang

. Tersedianya laporan o . Persentase BMD
akuntabilitas L Milik Daerah Penunjang o

34 pemerintah EZE dalam Kondisi Urusan Pemerintahan ge:iakm Kondisi

daerah Daerah
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
Meningkatnya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan

35 akuntabilitas Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
pemerintah Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara dan
daerah Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya

Dinas Jabatan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
Meningkatnya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
akuntabilitas Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan

36 - - P A -
pemerintah Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan
daerah Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau Pajak dan Perizinannya

Lapangan Lapangan
Meningkatnya Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
akuntabilitas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya J‘."“'f?‘h Alat Besgr yang

37 ) . ) Dipelihara dan dibayarkan
pemerintah Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Perizinannva
daerah Perizinan Alat Besar Perizinan Alat Besar 4
Meningkatnya

38 akuntabilitas Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara
pemerintah Pemeliharaan Mebel yang Pip
daerah
Meningkatnya

39 akuntabilitas gzﬁagfl?;z%a%ralatan Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin
pemerintah - . dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
daerah dan Mesin Lainnya
Meningkatnya Terlaksananya

20 akunta_bllltas Pemeliharaan Aset Tetap Pe_mellharaan Aset Tetap .]L_Jmlah Aset Tetap Lainnya yang
pemerintah Lai Lainnya Dipelihara
daerah annya
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

No Tujuan Sasaran ) Outcome Outcome Ket.
Kegiatan Ultimate Intermedite Output
21A|(eu r::?a?g(iﬁ:gza ;Z%ae!(lisl?;zlg)rﬁRehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
41 ; Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
pemerintah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
daerah Bangunan Lainnya 9 Y P
Meningkatnya
kapasitas ) )
42 | kesiapsiagaan | -8¢78% 1€ AT PENANGGULANGAN Penang o aan
masyarakat p 99 9 BENCANA 99 9
terhadap bencana Bencana
bencana
r;ne'\gﬂla(gmya Jumlah Warga
P Meningkatnya Informasi ) Negara yang
daerah dan rawan bencana yan Pelayanan Informasi memperoleh
43 | kesiapsiagaan oo yang Rawan Bencana P
masyarakat diberikan kepada Warga Kabupaten/Kota !ayanan _
terhada Negara informasi rawan
bencans bencana
Meningkatnya
kapasitas .
daerah dan E}gid;%giy%dg:#;i; Penyusunan Kajian Risiko Jumiah dokumen Kajian Risiko
44 | kesiapsiagaan (KRB) yang Sah dan Bencana Kabupaten/Kota Bgncana (KRB) sampai dengan
masyarakat Legal dinyatakan sah/legal
terhadap 9
bencana
Terlaksananya Jumlah warga negara termasuk
Meningkatnya sosialisasi, komunikasi, kelompok rentan di kawasan
Ka asi’i]as 4 informasi dan edukasi Sosialisasi. Komunikasi rawan bencana bencana
da‘:}rah dan (KIE) rawan bencana bagi Informasi dan Edukasi ! Kabupaten/Kota yang
45 | kesipsinguan | 108 GRS eS| (0 R Bencana T
masyarakat p per jenis Kabupaten/Kota (Per S
terhadap ancaman bencana sesuai Jenis Bencana) edukasi sesuai jenis ancaman
bencana jenis ancaman bencana bencana yang ada di kawasan
yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1
tempat tinggalnya (satu) tahun
Meningkatnya ) Jumlah warga
kapasitas Menmgkztnya o negara yaln?1
daerah dan Pencegg an, mitigasi Pelayanan Pencegahan memperofe
L dan kesiapsiagaan o layanan
46 | kesiapsiagaan dan Kesiapsiagaan
masyarakat dalam upaya Terhadap Bencana Pencegahan dan
terhada mengurangi dampak Kesiapsiagaan
bencang bencana terhadap
Bencana
Meningkatnya Terlaksananya
kapasitas Penguatan Kapasitas Penguatan Kapasitas Jumlah Kawasan yang
daerah dan Kawasan untuk " :
47 | kesiapsiagaan Pencegahan dan Kawasan untuk Ditingkatkan Kapasitasnya
o9 Pencegahan dan dalam Pencegahan dan
masyarakat Kesiapsiagaan pada Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Bencana
terhadap Kawasan-Kawasan psiag psiag
bencana Strategis Kabupaten/Kota
Meningkatnya Meningkatnya
kapasitas Kemampuan Teknis dan
daerah dan Manajerial TRC Tingkat Egnggitneﬁa‘lrjigr]narl]?eaksi Jumlah Personil TRC yang
48 | kesiapsiagaan Kabupaten/Kota dalam p Dikembangkan Kapasitas Teknis
Cepat (TRC) Bencana i
masyarakat Melaksanakan dan Manajerialnya
Kabupaten/Kota
terhadap Penanganan Awal
bencana Darurat Bencana
Meningkatnya
Ezg?z;ﬁsan Tersedianya Dokumen
49 | Kesiapsiagaan Rencana Kontinjensi Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana
mas grak%t untuk Setiap Bencana Kontijensi Kontinjensi yang Dilegalisasi
terh;/dap Prioritas di Daerah
bencana
Meningkatnya
kapasitas .
Terlaksananya Gladi
50 ﬁ:sir:hsgalan Kesiapsiagaan Terhadap Gladi Kesiapsiagaan ‘l]\anlam;g Agsraﬁé:ﬁﬂu\:yggzi
psiag Bencana untuk Bencana Terhadap Bencana gara yang 9
masyarakat oritas di h Kesiapsiagaan
terhadap prioritas di Daeral
bencana
Meningkatnya
kapasitas Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Rencana
daerah dan Rencana Penyusunan Rencana Penangaulangan Kedaruratan
51 | kesiapsiagaan Penanggulangan Penanggulangan 99 9
Bencana (RPKB) yang
masyarakat Kedaruratan Bencana Kedaruratan Bencana Dilegalisasi
terhadap (RPKB) 9
bencana
Meningkatnya
kapasitas
dae_rah _dan Terlaksananya Pelatihan Pelatihan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti
52 | kesiapsiagaan Keluarga Tanggap Tanagap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap
masyarakat Bencana Alam 99ap Bencana Alam
terhadap
bencana
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

No Tujuan Sasaran ) Outcome Outcome Ket.
Kegiatan Ultimate Intermedite Output
Terselenggaranya
Meninakatnva kegiatan untuk mengatasi
9 4 akar masalah risiko ’ .
kapasitas - Jumlah kegiatan penyelesaian
bencana (per jenis -
daerah dan . akar masalah risiko bencana
e ancaman bencana Pengelolaan Risiko L
53 | kesiapsiagaan - (per jenis ancaman bencana
prioritas) berdasarkan Bencana Kabupaten/Kota C
masyarakat Lo T prioritas) Kabupaten/Kota yang
hasil kajian risiko )
terhadap bencana di kawasan tertangani
bencana rawan bencana
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
zzz?;l:adsan Penanggulangan Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Rencana
R Bencana (RPB) Y Penanggulangan Bencana
54 | kesiapsiagaan Kabupaten/Kota yang sah Penanggulangan (RPB) Kabupaten/Kota sampai
masyarakat dan Ie',\) al yend Bencana Kabupaten/Kota dengan din Fe)ltakan sahl/le ari‘
terhadap 9 9 Y 9
bencana
lilﬂaer;r;i%;:tnya Tersedianya alat Jumlah Peralatan Penyelamatan
dazrah dan perlindungan diri (APD) Penyediaan Peralatan Diri bagi Individu Warga Negara,
55 | Kesiapsiagaan bagi individu, keluarga Perlindungan dan Keluarga, maupun Petugas
mas Zrak%t dan petugas untuk Kesiapsiagaan terhadap sesuai dengan jenis ancaman
terhg dap kesiapsiagaan terhadap Bencana bencana di kawasan tempat
bencana bencana Kabupaten/Kota tinggalnya
lllllaerzgigtggsatnya Terlaksananya Pelatihan Jumlah warga negara termasuk
P Pencegahan dan Mitigasi : kelompok rentan di kawasan
daerah dan untuk warga negara pelatihan Pencegahan rawan bencana Kabupaten/Kota
56 | kesiapsiagaan 9 9 dan Mitigasi Bencana A p
masyarakat termasul_( kelompok Kabupaten/Kota yang mengikuti pela_lt_lhan_
terhadap rentan di kawasan rawan pencegahan dan mitigasi
bencana bencana Kabupaten/Kota bencana
Tersedianya layanan
Meningkatnya pusat pengendalian Jumlah laporan layanan pusat
kapasitas operasi (pusdalops) Pengendalian Operasi pengendalian operasi
daerah dan dengan Maklumat dan Penyediaan Sarana (pusdalops) dengan Maklumat
57 | kesiapsiagaan Pelayanan yang sah dan Prasarana Kesiapsiagaan Pelayanan yang sah dan legal
masyarakat legal serta dukungan Terhadap Bencana sesuai dengan jenis ancaman
terhadap penyediaan sarana Kabupaten/Kota bencana yang ada di kawasan
bencana prasarana kesiapsiagaan tempat tinggalnya
terhadap bencana
Meningkatnya Jumlah Warga
kapasitas Meningkatnya Pelayanan Negara yang
daerah dan memperoleh
o penyelamatan dan Penyelamatan dan
58 | kesiapsiagaan kuasi korb K . b layanan
masyarakat evakuasi korban Evakuasi Korban Penyelamatan
bencana secara optimal Bencana )
terhadap dan Evakuasi
bencana Korban Bencana
Meningkatnya
kapasitas N -
Terlaksananya Koordinasi | Respon Cepat Kejadian R
dae‘rah FIan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Jumlah Laporan Kpordlna&
59 | kesiapsiagaan Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Respon Cepat Kejadian Luar
masyarakat . - Ny Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
Penyakit/Wabah Prioritas Prioritas
terhadap
bencana
l;/laer;‘lr;g::mya Terlaksananya Respon Jumlah Dokumen SK Penetapan
dazrah dan Cepat Darurat Bencana Status Darurat Bencana dan
60 | Kesiapsiagaan Penanganan Awal Untuk Respon Cepat Darurat SKPDB yang Ditetapkan Paling
mas grak%t Penetapan Status Darurat | Bencana Kabupaten/Kota Lama 1x24 Jam berdasarkan
terhgda Bencana Paling Lama 1 X Hasil Dokumen Laporan Kaji
b p 24 Jam Cepat
encana
Meningkatnya Terlaksananya Upaya
kapasitas untuk Menemukan, )
daerah dan Menolong, maupun Pencarian, Pertolongan ‘é?trgﬁgk';ﬂrbgi?o)(::g Izgghasn
61 | kesiapsiagaan Memindahkan Korban dan Evakuasi Korban . N g, gan
; . Dievakuasi Per Jenis Kejadian
masyarakat Bencana Dari Lokasi Bencana Kabupaten/Kota Bencana
terhadap Bencana ke Tempat
bencana yang Aman
Meningkatnya
Ezz?jﬁsan Tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana
N rencana operasi yus! Jumlah dokumen rencana
62 | kesiapsiagaan kedaruratan bencana Operasi Kedaruratan operasi yang sah/legal
masyarakat Bencana Kabupaten/Kota P yang 9
Kabupaten/Kota
terhadap
bencana
. Tersedianya SDM
lllllaerzgigtygsatnya Aparatur BPBD Peninakatan Kapasitas Jumlah Aparatur SDM BPBD
p Kabupaten/Kota dan 9 p Provinsi dan lintas perangkat
daerah dan lintas perangkat daerah Sumber Daya Aparatur daerah yang memiliki
63 | kesiapsiagaan b P /g dalam penangananan K yang
masyarakat Kabupaten/Kota yang keadaan darurat emampuan penanganan
kompeten dalam keadaan darurat dalam aspek
terhadap Kabupaten/Kota o )
bencana penanganan keadaan manajerial dan teknis
darurat Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Engasr'ﬁsan Terdistribusinya Logistik | Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang
64 | Kesiapsiagaan Penyelamatan dan Penyelamatan dan Mendapatkan Distribusi Logistik
masyzrakgat Evakuasi Korban Evakuasi Korban Penyelamatan dan Evakuasi
terhadap Bencana Bencana Kabupaten/Kota Korban Bencana
bencana
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

No Tujuan Sasaran ) Outcome Outcome Ket.
Kegiatan Ultimate Intermedite Output
Terlaksananya Respon
Meningkatnya Cepat Bencana Non Alam Jumlah dokumen SK Penetapan
kapasitas Epidemi/ Wabah dalam Status Darurat Bencana dan
daerah dan Penanganan Awal untuk Respon Cepat Bencana SKPDB yang Ditetapkan Paling
65 | kesiapsiagaan KLB yang Ditingkatkan Non Alam Lama 1x24 Jam berdasarkan
masyarakat Statusnya Menjadi Epidemi/Wabah Penyakit Hasil Dokumen Laporan
terhadap Darurat Bencana Non Investigasi KLB dan
bencana Alam Paling Lama 1x24 Epidemiologi Terpadu
Jam
lllllemn_gkatnya Terlaksananya
apasitas
Pengerahan dan s Jumlah Laporan Pelaksanaan
daerah dan Pengorganisasian Aktivasi Sistem Komando Aktivasi Sistem Komando
66 | kesiapsiagaan 90rg Penanganan Darurat
masyarakat Komando Penanganan Bencana Penanganan Darurat Bencana
Darurat Bencana Tingkat Kanupaten/Kota
terhadap Kabupaten/Kota
bencana P
Meningkatnya Persentase
g Y Terlaksananya lembaga lembaga
kapasitas kebencanaan/PD yang . kebencanaan/PD
daerah dan Penataan Sistem Dasar
67 | kesiapsiagaan melaksanakan Penanggulangan yang
masvarakat penyelenggaraan Bencana melaksanakan
terhgda penanggulangan penyelenggaraan
bencang kebencanaan penanggulangan
kebencanaan
Meningkatnya
kapasitas Tersedianya Regulasi ) Jumlah Dokumen Regulasi
daerah dan Pendukung Penyusunan Regulasi
N Pendukung Penyelenggaraan
68 | kesiapsiagaan Penyelenggaraan Penanggulangan Penanggulangan Bencana di
masyarakat Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 99 9
: Daerah
terhadap Bencana di Daerah
bencana
Meningkatnya
kapasitas
69 gz;raahs%ar;an $:{:elg§gléa£?ek;g]:naan Penguatan Kelembagaan Jumlah Dokumen Tata Kelola
psiag 9 Bencana Kabupaten/Kota Kelembagaan Bencana Daerah
masyarakat Bencana Daerah
terhadap
bencana
Meningkatnya
kapasitas Terlaksananya Kerja Kerjasama antar Jumlah Dokumen Kerja Sama
daerah dan Sama antar Lembaga dan Lembaga dan Kemitraan antar Lembaga dan Kemitraan
70 | kesiapsiagaan Kemitraan dalam 9 9
dalam Penanggulangan dalam Penanggulangan
masyarakat Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota Bencana
terhadap Bencana
bencana
Meningkatnya
kapasitas
dae_rah _dan Tersedianya Data dan Pengelolaan da_n Jumlah Data dan Informasi
71 | kesiapsiagaan ; Pemanfaatan Sistem h
Informasi Kebencanaan - Kebencanaan yang tersedia
masyarakat Informasi Kebencanaan
terhadap
bencana
Meningkatnya
kapasitas ;gu}a;izging:n Pembinaan dan
daerah dan Pengawasan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Binwas
72 | kesiapsiagaan 9 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
masyarakat Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Bencana
terhadap 99 9 Bencana
Bencana
bencana
Meningkatnya Meningkatnya kompetensi
kapasitas teknis dan manajerial ) ;
daerah dan SDM aparatur geDr’UlngkztraaTulfapasnas Jumlah SDM aparatur
73 | kesiapsiagaan penanggulangan bencana Penang;)gulangan penanggulangan bencana yang
masyarakat pada setiap tahapan (Pra Bencana Kabupaten/Kota memiliki kompetensi
terhadap bencana, tanggap darurat
bencana dan pasca bencana)
Tersedianya Aparatur
BPBD Kabupaten/Kota
dan lintas perangkat
daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Provinsi
Meningkatnya yang memiliki dan lintas perangkat daerah
kapasitas kemampuan teknnis Provinsi yang memiliki
daerah dan dalam menyusun Bimbingan Teknis Pasca kemampuan teknis dalam
74 | kesiapsiagaan dokumen Pengkajian 9 menyusun dokumen Pengkajian
Bencana Kabupaten/Kota
masyarakat Kebutuhan Kebutuhan Pascabencana
terhadap Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana
bencana (JITUPASNA) dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dokumen Rencana Pascabencana (R3P)
Rehabilitasi dan
Rekontruksi
Pascabencana (R3P)
Meningkatnya . .
Kapasitas Tersedianya t_Jokumen Penyusunan Rencana Jumlah penye_lesalan dokumen
daerah dan Rencana Aksi Penerapan Aksi Penerapan Standar Rencana Aksi Penerapan
75 | Kesiansiagaan Standar Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal
psiag Minimal (SPM) Sub Y (SPM) Sub Urusan Bencana
masyarakat Sub Urusan Bencana )
terhadap Urusan Bencana Kabupaten/Kota K_abupaten/Kota sampai dengan
bencana Kabupaten/Kota dinyatakan sah/legal
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

No Tujuan Sasaran ) Outcome Outcome Ket.
Kegiatan Ultimate Intermedite Output
Terlaksananya koordinasi
lintas perangkat daerah
pada tahap perencanaan,
pengalokasian sumber
Meningkatnya daya dan ketersediaan . A
kapasitas APBD, non APBD dan Jumlah penyeles_alan keg'afn
daerah dan sumber pendanaan Koordinasi penanganan g::ﬁg?ggf;;;?&;:gzﬁcs;n;or
76 | kesiapsiagaan lainnya berdasarkan R3P Pascabencana Rehabilitasi dan Rekontruksi
masyarakat melalui pelaksanaan, Kabupaten/Kota Pascabencana (R3P) Provinsi
terhadap pemantauan, evaluasi ang dileqalkan
bencana dan pelaporan lintas yang 9
perangkat daerah dalam
penanganan
pascabencana
Kabupaten/Kota
Jumlah keterlibatan kelompok
masyarakat dan dunia usaha
dalam penanganan
Meningkatnya Peningkatan partisipasi pascabencana Provinsi meliputi
kapasitas Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia Lembaga non pemerintah antara
daerah dan masyarakat dan dunia usaha dalam lain : lembaga filantropi, lembaga
77 | kesiapsiagaan usaha alam penanganan swadaya masyarakat, organisasi
masyarakat pascabencana Eenanganan kemasyarakatan, organisasi
terhadap Kabupaten/Kota K:E(L:lz:) afenﬁﬁgat a sosial, organisasi keagamaan,
bencana organisasi relawan, perguruan
tinggi, media massa dan dunia
usaha yang telah terdaftar dan
legal
Meningkatnya
zapasri:ads T di dat Fasilitasi pengumpulan
78 k:gi?psiazgan ngsdidlﬁggrpﬁai di data penduduk d}i daerah Jumlah data penduduk terpilah di
masyarakat daerah rawan bencana rawan bencana lintas daerah rawan bencana
terhadap Kab/Kota
bencana
Meningkatnya ;Z;S;?;ﬁgzaé%ﬁlﬂzz Penyusunan Kajian Jumlah lpenyelesaian dokumen
kapasitas Pascabencana Kebutuhan Pengkajian Kebutuhan
daerah dan (JITUPASNA) dan Pascabencana Pascat_x_anc_ana dan Rencana
79 | kesiapsiagaan Rencana Rehabilitasi dan (JITUPASNA) d?f‘ . Rehabilitasi dan Rekonstruksi
masyarakat Rekonstruksi Rencana Rghablllta& dan Pascat_)encana (RBP) Kab/Kota
terhadap Pascabencana (R3P) Rekontruksi sampai deng_an dinyatakan sah
bencana Kab/Kota yang sah dan Pascabencana (R3P) dan legal paling lama dalam

legal

Kab/Kota

1(satu) tahun

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai OPD

pendukung dalam Misi 3 “Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis

partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai

kearifan lokal dan berwawasan lingkungan”. Tahun Perencanaan 2025 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan 2 Program

dengan Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp
12.381.396.401,00
5.877.241.000,00

sebagaimana

rincian

dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp

dapat

dilihat

dari

tabel

serta melaksanakan 11 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan
T-C.33

berikut.
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Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 3.2
T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Bandung

Catata
Urusan/Bidang . L Rencana Tahun 2025 n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Urusan Indikator Kinerja Pentin
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p ) Indikatif
Kinerja Kinerja
PG Nilai IKM BPBD | ol
X Nilai SAKIP Kabupate r=r Rp 1. 76; 2. 80;
X x 1 URUSAN Persentase BMD n 2. 12.801.146.949,00 APBD 3.100 12.381.396.401,00
PEMERINTAHAN Kondisi Baik Bandun 80,45;
DAERAH 9| 3.90
Persentase
Dokumen
Perencanaan, ::;‘;gf‘agngaaarg’n dan BPBD
X Penganggaran, dan AN Kabupate 100 Rp
x| x |1 2 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja n Persen 98.000.000,00 APBD 100 Persen 98.000.000,00
Perangkat Daerah r
Perangkat Daerah . Bandung
yang disusun
sesuai ketentuan
dan tepat waktu
BPBD
X Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Kabupate 6 Rp
X 12,01 Perencanaan Perencanaan Dokume APBD 6 Dokumen
x Perangkat Daerah Perangkat Daerah n n 10.000.000,00 10.000.000,00
Bandung
Koordinasi dan Jumlah Dokumen BPBD 2
X RKA-SKPD dan Kabupate Rp
x| o 112,01 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil 0 Dokume 40.000.000,00 APBD 2 Dokumen 40.000.000.00
RKA-SKPD I n ’
Koordinasi Bandung
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
L DPA-SKPD dan BPBD
Koordinasi dan Laporan Hasil Kabupate 2 Rp
12,01 Penyusunan Dokumen Koordinasi n Dokume 5.000.000,00 APBD 2 Dokumen 5.000.000.00
DPA-SKPD n !
Penyusunan Bandung
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ilfhtis.ar Realisasi
Kinerja SKPD dan BPBD
11201 Eenygsur;(qn Lgpgran Laporan Hasil Kabupate 5 Rp APBD 5L
' Ikahp?'a” Inérja dan | ysordinasi n Laporan 25.000.000,00 aporan 25.000.000,00
tisar Realisasi ’
Kineria SKPD Penyl_Jsungn Lgporan Bandung
]
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Hasil BPBD 1
Walidata Pendukung Penyelenggaraan Kabupate Rp
1]2,01 Statistik Sektoral Walidata Pendukung n Dolwime 9.000.000,00 | APBD 1 Dokumen 9.000.000,00
Daerah Statistik Sektoral Bandung n
Daerah
Jumlah Data Statistik
Pelaksanaan Sektoral Daerah BPBD
Pengumpulan Data yang Telah Kabupate Rp
1]2,01 Statistik Sektoral Dikumpulkan dan n 20 Data 9.000.000,00 | APBD 20 Data 9.000.000,00
Daerah Diperiksa Lingkup Bandung
Perangkat Daerah
Administrasi Persentase BPBD 100 Rp
1| 2 geuangan Dokumen Kabupate Persen 8.968.866.949,00 APBD 9.054.616.401,00
erangkat Daerah pelaksanaan n
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Catata

Urusan/Bidang n . .
Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pentin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Administrasi Bandung
Keuangan yang
tepat waktu
BPBD
. .. Jumlah Orang yang 27
X Penyedian Gaji dan : 7 Kabupate Rp 27 Orang/
x | 1]292 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan n Orang/ 8.938.866.949,00 | ~PEP Bulan 9.029.616.401,00
Tunjangan ASN Bulan
Bandung
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD dan BPBD
X Penyusunan Laporan Laporan Hasil Kabupate 3 Rp
X 1] 2,02 Keuangan Akhir Tahun | Koordinasi n Laporan 30.000.000,00 APBD 3 Laporan 25.000.000,00
SKPD Penyusunan Laporan | Bandung
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Persentase
Dokumen BPRD
X Administrasi Barang | pelaksanaan Kabunate 100 R
1| 2 Milik Daerah pada Administrasi P P apBD 10.000.000,00
X . n Persen 10.000.000,00 ’
Perangkat Daerah Barang Milik
Bandung
Daerah yang tepat
waktu
Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Penilaian Barang BPBD
S - Milik Daerah dan Kabupate 5 Rp
xx | 112,03 Penilaian Barang Milik | |, oo 0 Laporan 10.000.000,00 APBD 5 Laporan 10.000.000,00
Daerah SKPD .
Penilaian Barang Bandung
Milik Daerah SKPD
Persentase
.. . BPBD
Administrasi Dokumen
X 2.0 . Kabupate 100 Rp
x |1 s Kepegawaian pelaksanaan n Persen 60.000.000,00 | "PBD 60.000.000,00
Perangkat Daerah Administrasi B
. andung
Kepegawaian
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Catata

Urusan/Bidang n . .
Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pentin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
yang tepat waktu
Pengadaan Pakaian Jumiah Paket BPBD
- - Pakaian Dinas Kabupate 100 Rp
xx | 1] 2.05| 7 | Dinas Beserta Atribut | o’ 0 Paket 50.000.000,00 APBD 100 Paket 50.000.000,00
Kelengkapannya
Kelengkapan Bandung
Pendidikan dan Jumlah Pegawai BPBD
xx | 1|2.05 | o | Pelatihan Pegawai o Fungs yang | Kabupate | 82 RP | APBD 1 Oran 5.000.000,00
’ Berdasarkan Tugas ungst yang n Orang 5.000.000,00 9 ' ’ !
dan Funasi Mengikuti Pendidikan Bandun
9 dan Pelatihan 9
Jumla_h O_rang_ yang BPBD
o | 1| 205 | 1 | Sosialisasi Peraturan | FETONLT SOSRISEST | abupate | 82 RP 1 APBD 1 Oran 5.000.000,00
’ 0 | Perundang-Undangan Perundang- n Orang 5.000.000,00 9 ) ) Y
Undangan Bandung
Persentase
Dokumen BPBD
X 2.0 Administrasi Umum | pemenuhan Kabupate 100 Rp
X 1 6 Perangkat Daerah Pelayanan n Persen 605.000.000,00 APBD 610.000.000,00
Administrasi Bandung
Umum Kantor
Penyediaan Komponen Jumlah Paket . BPBD
xx | 1|2.06 |1 | nstalas E(;?ii%ggelrgitafns' Kabupate | 15 RP 1 APBD 15 Paket 20.000.000,00
) Listrik/Penerangan 9 n Paket 20.000.000,00 : : Y
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor S Bandung
yang Disediakan
. Jumlah Paket BPBD
x| 1]2.06] 2 Eiﬂyﬁéjﬁf;i” Eae rglr?tan Peralatan dan Kabupate | g poyet R ApBD 8 Paket 150.000.000,00
’ K gkap Perlengkapan Kantor n 150.000.000,00 : : Y
antor A
yang Disediakan Bandung
Penyediaan Peralatan Jumah Paket BPBD Rp
X | 112063 | o Tangga _T_:;a;gga;aizmah Kabt;l]pate 5 Paket 20.000.000,00 APBD 5 Paket 20.000.000,00
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Catata

Urusan/Bidang n : :
Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pentin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Disediakan Bandung
xx | 1| 2.06 Penyediaan Bahan Lgistk Kentor yang Kaiﬁzte 1 Paket RP 1 APBD 1 Paket 10.000.000,00
. Logistik Kantor ISt yang n 10.000.000,00 -UUU.UUY,
Disediakan
Bandung
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang BPBD
Cetakan dan Kabupate 6 Rp
xx | 1] 2.06 Cetakan dan Penggandaan yang 0 Paket 20.000.000,00 APBD 6 Paket 20.000.000,00
Penggandaan - 27
Disediakan Bandung
Jumlah Dokumen
. Bahan Bacaan dan BPBD
Penyediaan Bahan Peraturan Kabupate 4 Rp
xx | 1| 2.06 Eg:jsgaiar_\ulir‘%r:rt]u;ann Perundang- 0 Dokrl;lme 10.000.000,00 APBD 4 Dokumen 10.000.000,00
9 9 Undangan yang Bandung
Disediakan
Jumlah Laporan BPBD
Fasilitasi Kunjungan S : Kabupate 1 Rp
xx | 1] 2.06 Tamu Fasilitasi Kunjungan 0 Laporan 20.000.000,00 APBD 1 Laporan 20.000.000,00
Tamu
Bandung
Jumlah Laporan BPBD
Penyelengga_raar_1 Penyelenggaraan Kabupate 1 Rp
xx | 1] 2.06 Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan 0 Laporan 360.000.000,00 APBD 1 Laporan 360.000.000,00
Konsultasi SKPD -
Konsultasi SKPD Bandung
Persentase
Dokumen
Pengadaan Barang Pelayanan BPBD
X 2.0 Milik Daerah Pengadaan Barang | Kabupate 100 Rp
X 1 7 Penunjang Urusan Milik Daerah n Persen 10.000.000,00 APBD 45.000.000,00
Pemerintah Daerah | Penunjang Urusan | Bandung
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit BPBD . Rp . _
x| 1207 Perorangan Dinas atau | Kendaraan Kabupate 0 Unit _| APBD 0 Unit
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Kendaraan Dinas Perorangan Dinas n
Jabatan atau Kendaraan Bandung
Dinas Jabatan yang
Disediakan
Jumlah Unit BPBD
Pengadaan Kendaraan | Kendaraan Dinas Kabupate Rp
xx | 2| 2.08 | 2 | Dinas Operasional atau | Operasional atau 0 0 Unit APBD 0 Unit 35.000.000,00
Lapangan Lapangan yan
Pang Dispedigkany ) Bandung
BPBD
xx | 1]2.07 | 5 | Pengadaan Mebel ;‘;g“g'agi;’:éﬁig"nebe' Kabupate | o ynit 10.000_00058 APBD 0 Unit 10.000.000,00
Bandung
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana BPBD
1 | Prasarana Gedung dan Prasarana Kabupate . Rp .
xx | 1] 2.07 0 | Kantor atau Ban Gedung Kantor atau 0 Unit " | APBD 0 Unit -
gunan ; n
Lainnya Bangur!an I'_alnnya Bandung
yang Disediakan
Persentase
Penyediaan Jasa laporan BPBD
X |4 2.0 Penunjang Urusan penyediaan Jasa Kabupate 100 Rp APBD Rp
X 8 Pemerintahan Penunjang Urusan n Persen 2.613.280.000,00 2.613.280.000,00
Daerah Pemerintahan Bandung
Daerah
. Jumlah Laporan BPBD
w | 1| 2.08 0 | Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Kabupate 1 Rp APBD Rp
1 | Menyurat Surat Menvurat n Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00
Y Bandung 1 Laporan
Jumlah Laporan BPBD
O | Komanikasi Samber | Komunikas Sumper | K@bupate | 12 R0 | ppp Rp
xx | 1| 2.08 , ,
2 Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Bangun Laporan 144.000.000,00 144.000.000,00
yang Disediakan 9 12 Laporan
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Catata

Urusan/Bidang n . .
Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pentin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Jumlah Laporan BPBD
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kabupate 12 Rp Rp
xx | 1| 2.08 Pelayanan Umum Pelayanan Umum APBD
Kantor Kantor yang Bangun Laporan 2.459.280.000,00 2.459.280.000,00
Disediakan 9 12 Laporan
Pemeliharaan BPBD
X 2.0 Barang Milik Daerah | Persentase BMD Kabupate 100 R
< |1 9 Penunjang Urusan dalam Kondisi np Persen 445.000.000 08 APBD 445.000.000,00
Pemerintahan Baik ' ’ !
Bandung
Daerah
Egnmysgjr:g?:ai\as;a a Jumlah Kendaraan
- , Blay Perorangan Dinas BPBD
Pemeliaraan dan atau Kendaraan Kabupate R|
xx | 1] 2.09 Pajak Kendaraan ; P 1 Unit P| apBD 100.000.000,00
. Dinas Jabatan yang n . Y
Perorangan Dinas atau Lo
- Dipelihara dan Bandung
Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajaknya ;
Jabatan Y JaKny 1 Unit
Penye@aan Jasa. Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya . .
. . Dinas Operasional BPBD
Pemeliharaan, Pajak, atau Lapangan yang | Kabupate Rp
xx | 1] 2.09 dan Perlzman_ Dipelihara dan n 37 Unit 170.000.000,00 APBD 70.000.000,00
Kendaraan Dinas . :
. Dibayarkan Pajak Bandung
Operasional atau dan Perizinannya ]
Lapangan 37 Unit
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar BPBD
w | 21 2.00 Pemel!haraan, Biaya yang Dipelihara dan Kabupate 2 Unit Rp -| APBD _
Pemeliharaan dan dibayarkan n _
Perizinan Alat Besar Perizinannya Bandung 0 Unit
BPBD
. Jumlah Mebel yang Kabupate . Rp
xx | 1] 2.09 Pemeliharaan Mebel Dipelihara 0 1 Unit 10.000.000,00 APBD . 10.000.000,00
Bandung 1 Unit
xx | 1] 2.09 Pemeliharaan Jumlah Peralatan BPBD 2 Unit Rp | APBD 2 Unit 64.000.000,00
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya Kabupate 65.000.000,00
Lainnya yang Dipelihara n
Bandung
BPBD
. Jumlah Aset Tetap
xx | 1] 2.09 ?eme"ha.raa” Aset Lainnya yang Kabupate | RP | ApBD 1.000.000,00
etap Lainnya Dinelihara n - . Y
P Bandung 0 Unit
Pemeliharaan/Rehabilit | Jumlah Gedung
asi Gedung Kantor dan | Kantor dan BPBD
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Kabupate . Rp
xx | 1] 2.09 yang 0 1 Unit 200.000.000,00 APBD 200.000.000,00
Dipelihara/Direhabilit | Bandung
asi 1 Unit
Persentase
53 ::r)\grnagr;ulangan Penanganan Kabl#\pate 100% RP | ApBD 5.877.241.000,00
B Penanggulangan 5.857.741.000,00 ’ ’ ' !
encana Bandung
Bencana
Pelayanan Jumlah Warga
2.0 Informasi Rawan Negara yang Kabupate | 50000 Rp
131 Bencana memperoleh n 0 410.000.000,00 | B 410.000.000,00
Kabupaten/Kota layanan informasi Bandung | Orang
rawan bencana
Jumlah dokumen
Penyusunan Kajian Kajian Risiko Kabupate 1 R
53] 201 Risiko Bencana Bencana (KRB) n Dokume 10.000.000 08 APBD 10.000.000,00
Kabupaten/Kota sampai dengan Bandung n I
dinyatakan sah/legal 0 Dokumen
Sosialisasi, Jumlah warga
Komunikasi, Informasi | negara termasuk Kabupate
dan Edukasi (KIE) kelompok rentan di 500000 Rp
> 320 Rawan Bencana kawasan rawan Bang n Orang 400.000.000,00 APBD 400'000'000'00
Kabupaten/Kota (Per bencana bencana ung 500000
Jenis Bencana) Kabupaten/Kota Orang
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
yang memperoleh
sosialisasi,
komunikasi,
informasi dan
edukasi sesuai jenis
ancaman bencana
yang ada di kawasan
tempat tinggalnya
selama 1 (satu)
tahun
Jumlah warga
negara yang
2.0 :::‘ag:g';ahnan dan memperoleh Kabupate | 25000 Rp
3|2 Kesiapsiagaan ';‘Va“a“ han d B o 0 2.167.741.000,00 | PP 2.662.241.000,00
Terhadap Bencana encegahan dan andung rang
Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
- Jumlah Kawasan
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
Penguatan Kapasitas dalamPencegahan Kabupate 4
Kawasan untuk dan Kesiapsiagaan Rp
3|20 Pencegahan dan Bencana B Kawasa 497.741.000,00 | APBP 529.241.000,00
2 . andung n
Kesiapsiagaan - Jumlah Kegiatan
Stabilisasi
Lereng/penahan
tanah 4 Kawasan
Pengembangan Jumlah Personil TRC Kabupate
Kapasitas Tim Reaksi yang Dikembangkan Rp
3| 2.02 Cepat (TRC) Bencana | Kapasitas Teknis dan | ¢ n 0 Orang " | APBD 150 Orang 463.000.000,00
Kabupaten/Kota Manajerialnya andung
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Kabupate 1 Rp
3|20 Kontijensi Rencana Kontinjensi n Dokume 200.000.000,00 | ~PBP 1 Dokumen 200.000.000,00
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Catata

Urus:::llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
yang Dilegalisasi Bandung n
Jumlah Aparatur dan
3| 2.02 1 | Gladi Kesiapsiagaan Warga Negara yang Kabupate 200 Rp APBD 2000 250.000.000.00
’ 0 | terhadap Bencana Mengikuti Gladi Bantr:l]ung Orang 500.000.000,00 rang : : Y
Kesiapsiagaan
Jumlah Dokumen
1 Penyusunan Rencana ﬁgggiggulangan Kabupate 0 Rp
3|2.02 | ; | Penanggulangan Kedarratan n Dokume 100.000.000.00 | APBD 0 Dokumen 100.000.000,00
Kedaruratan Bencana Bandung n I
Bencana (RPKB)
yang Dilegalisasi
Jumlah Keluarga
1 Pelatihan Keluarga yang Mengikuti Kabupate 0
4 | 2.02 2 Tanggap Bencana Pelatihan Keluarga n Keluarg Rp - | APBD 0 Keluarga -
Alam Tanggap Bencana Bandung a
Alam
Jumlah kegiatan
penyelesaian akar
1 Pengelolaan Risiko quansgag r(lsg(rojenis Kabupate 0 Rp _
4202 | 5 | Bencana ancaman bencana n Kegiata 10.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 10.000.000,00
Kabupaten/Kota L Bandung n
prioritas)
Kabupaten/Kota
yang tertangani
Jumlah dokumen
Penyusunan Rencana Rencana
1 | Penanggulangan Penanggulangan Kabupate 1 Rp
4 |2.02 Bencana (RPB) n Dokume APBD 1 Dokumen 10.000.000,00
4 | Bencana Kabupaten/Kota Bandung n 10.000.000,00 '
Kabupaten/Kota -
sampai dengan
dinyatakan sah/legal
1 | Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Kabupate . Rp .
4] 2.02 5 | Perlindungan dan Penyelamatan Diri n 3 Unit 300.000.000,00 APBD 3 Unit 300.000.000,00
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Kesiapsiagaan bagi Individu Warga Bandung
terhadap Bencana Negara, Keluarga,
maupun Petugas
sesuai dengan jenis
ancaman bencana di
kawasan tempat
tinggalnya
Jumlah warga
negara termasuk
kelompok rentan di
1 Pelatihan Pencegahan E:‘gg:ﬁ; rawan Kabupate 2 Rp
41202 ¢ ian Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota n Kawasa 550.000.000,00 APBD 2 Kawasan 300.000.000,00
abupaten/Kota o Bandung n
yang mengikuti
pelatihan
pencegahan dan
mitigasi bencana
Jumlah laporan
layanan pusat
Pengendalian Operasi pengendalian operasi
dan Penyediaan (pusdalops) dengan Kabupate
1 | Sarana Prasarana Maklumat Pelayanan 1 Rp
412021 5 | Kesiapsiagaan yang sah dan legal | " Laporan 500.000.000,00 | ~PBP 1 Laporan 500.000.000,00
- ey andung
Terhadap Bencana sesuai dengan jenis
Kabupaten/Kota ancaman bencana
yang ada di kawasan
tempat tinggalnya
Jumlah Warga
Pelayanan Negara yang Kabupate | 17000
2.0 Penyelamatan dan memperoleh Rp
3 3 Evakuasi Korban layanan B n 0 1.655.000.000,00 APBD 1.655.000.000,00
andung | Orang
Bencana Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Bencana
Jumlah Laporan
Respon Cepat Kejadian | Koordinasi Respon Kabupate
Luar Biasa Cepat Kejadian Luar 0 Rp
3|203 Penyakit/Wabah Biasa Bangung Laporan 10.000.000,00 | APBP 0 Laporan 50.000.000,00
Zoonosis Prioritas Penyakit/Wabah
Prioritas
- SK Penetapan
Status Darurat
Bencana dan SKPDB
yang Ditetapkan
Paling Lama 1x24 1
Respon Cepat Darurat | Jam berdasarkan Kabupate _
3| 2.03 Bencana Hasil Dokumen n Dokume 350.000.000 Fég APBD L Dl%lgf)?‘len 350.000.000,00
Kabupaten/Kota Laporan Kaji Cepat Bandung 1800/ e B 0
= 0
- Persentase
kecepatan respon
kurang dari 24 jam
untuk setiap status
darurat bencana (%)
. Jumlah Korban yang
Pencarian, Pertolongan S
3| 2.03 dan Evakuasi Korban g?tg;srsmlc_lg Détaer?‘lukan, Kabt:]pate 100000 Rp APBD 100000 125.000.000.00
. Bencana Dievakuasi Per Jenis | Bandun Orang 165.000.000,00 Orang . T
Kabupaten/Kota Keiadi 9
ejadian Bencana
Penyusgnan Rencana Jumlah dokumen Kabupate 0
31 2.03 Operasi Kedaruratan rencana operasi yang n Dokume | Rp - | APBD -
Bencana
Kabupaten/Kota sah/legal Bandung n 1 Dokumen
Peningkatan Kapasitas | Jumlah Aparatur Kabupate
Sumber Daya Aparatur | SDM BPBD Provinsi 50 Rp
3|203 dalam penangananan dan lintas perangkat Bangun Orang 150.000.000,00 APBD 150.000.000,00
keadaan darurat daerah yang memiliki 9 50 Orang
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Kabupaten/Kota kemampuan
penanganan keadaan
darurat dalam aspek
manajerial dan teknis
Jumlah Korban
Penyediaan Logistik Bencana yang
Penyelamatan dan Mendapatkan Kabupate 20000 Rp
3 |2.03 | 9 | Evakuasi Korban Distribusi Logistik n Orang 960.000.000.00 | APBD 960.000.000,00
Bencana Penyelamatan dan Bandung I
Kabupaten/Kota Evakuasi Korban 70000
Bencana Orang
Jumlah dokumen SK
Penetapan Status
Darurat Bencana dan
SKPDB yang
1 ﬁ(e;ng riepat Bencana Ditetapkan Paling Kabupate 1 Rp
31203 | 4 | Epidemi/Wabah tL)an;nja 1x2k4 JaHm '| ; 2 Dokume 10.000.000,00 | APBD 10.000.000,00
Penyakit erdasarkan Hasi andung n
Dokumen Laporan
Investigasi KLB dan
Epidemiologi
Terpadu 1 Dokumen
Jumlah Laporan
1 Aktivasi Sistem zgfeknsqalzi;naéggvag Kabupate 0 Rp
31203 1 ggwja;ggggfcr;anr;ganan Penanganan Darurat Bangung Laporan 10.000.000,00 APBD 10.000.000,00
Bencana
Kanupaten/Kota 1 Laporan
Penataan Sistem Persentase
2.0 Dasar lembaga Kabupate . Rp
3 4 Penanggulangan kebencanaan/PD n 100% 1.125.000.000,00 APBD 1.150.000.000,00
Bencana yang Bandung
melaksanakan
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
penyelenggaraan
penanggulangan
kebencanaan
Penyusunan Regulasi Jumlah pokumen
Penanggulangan Regulasi Pendukung Kabupate 1
3| 2.04 Bencana Penyelenggaraan n Dokume 10.000.000 APBD 10.000.000,00
Kabupaten/Kota Penanggulangan Bandung n A
P Bencana di Daerah 1 Dokumen
Penguatan }rl;rga&g Ic;kumen Kabupate 1
31| 2.04 Kelembagaan Bencana n Dokume APBD 10.000.000,00
Kabupaten/Kota Kelembagaan Bandun n 10.000.000 Y
P Bencana Daerah 9 1 Dokumen
Kerjasama antar Jumlah Dokumen
Lembaga dan Kerja Sama antar Kabupate 1
3| 2.04 Kemitraan dalam Lembaga dan n Dokume APBD
) Penanggulangan Kemitraan dalam B 50.000.000 50.000.000,00
andung n
Bencana Penanggulangan
Kabupaten/Kota Bencana 1 Dokumen
Pengelolaan da_n Jumlah Data dan Kabupate 1
31| 2.04 Pemanfaatan Sistem Informasi n Dokume APBD
) Informasi Kebencanaan Bandun N 100.000.000 100.000.000,00
Kebencanaan 9 1 Dokumen
Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Binwas Kabupate 1
31| 2.04 Penyelenggaraan Penyelenggaraan n APBD
Penanggulangan Penanggulangan Bandung Laporan 10.000.000 10.000.000,00
Bencana Bencana 1 Laporan
Peningkatan Kapasitas | Jumlah SDM
SDM Aparatur aparatur Kabupate 100 Rp
3| 2.04 Penanggulangan penanggulangan n APBD
Bencana bencana yang Bandung Orang 100.000.000,00 B
Kabupaten/Kota memiliki kompetensi 0 Orang
3|2.04 Bimbingan Teknis Jumlah Aparatur Kabupate 100 Rp | APBD 100 Orang
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
Pasca Bencana BPBD Provinsi dan n Orang 95.000.000,00 95.000.000,00
Kabupaten/Kota lintas perangkat Bandung
daerah Provinsi yang
memiliki kemampuan
teknis dalam
menyusun dokumen
Pengkajian
Kebutuhan
Pascabencana
(JITUPASNA) dan
Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P)
Jumlah penyelesaian
Penyusunan Rencana dok_umen Rencana
. Aksi Penerapan
Aksi Penerapan | Kabupat 0
3| 2.04 | o | Standar Pelayanan f/ltu?\rulrﬂ: Fsepah}llf 232 i Dokume | Rp APBD
Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Bandung n 100.000.000,00
Urusan Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota -
sampai dengan
dinyatakan sah/legal 1 Dokumen
Jumlah penyelesaian
kegiatan
pascabencana di
Koordinasi semua sektor sesuai
Kabupate 5
3 | 2.04 1 | penanganan berdasarkan o n Kegiata Rp APBD
0 | Pascabencana Rencana Rehabilitasi Bandung " 350.000.000,00 350.000.000,00
Kabupaten/Kota dan Rekontruksi
Pascabencana (R3P)
Provinsi yang
dilegalkan 5 Kegiatan
3| 2.04 | 1 | Peningkatan partisipasi | Jumlah keterlibatan Kabupate 1 Rp | APBD 1 Lembaga
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Program g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja
1 | masyarakat dan dunia | kelompok n Lembag 50.000.000,00 50.000.000,00
usaha dalam masyarakat dan Bandung a
penanganan dunia usaha dalam
Pascabencana penanganan
Kabupaten/Kota pascabencana
Provinsi meliputi
Lembaga non
pemerintah antara
lain : lembaga
filantropi, lembaga
swadaya
masyarakat,
organisasi
kemasyarakatan,
organisasi sosial,
organisasi
keagamaan,
organisasi relawan,
perguruan tinggi,
media massa dan
dunia usaha yang
telah terdaftar dan
legal
Fasilitasi pengumpulan | Jumlah data
3| 2.04 1 | data penduduk di penduduk terpilah di Kabl;pate 1 Rp APBD
’ 2 | daerah rawan bencana | daerah rawan Bandun Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00
lintas Kab/Kota bencana 9 1 Laporan
Penyusunan Kajian Jumlah penyelesaian
Kebutuhan dokumen Pengkajian Kabupate 2
3| 2.04 1 | Pascabencana Kebutuhan n Dokume Rp APBD
) 3 | (JITUPASNA) dan Pascabencana dan Bandung n 325.000.000,00 325.000.000,00
Rencana Rehabilitasi Rencana Rehabilitasi
dan Rekontruksi dan Rekonstruksi 2 Dokumen
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Catata

Urus:;llszlrc‘lang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Pe:tin Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Pemerintahan Pl:ogram g
Daerah dan /Kegiatan/Sub Target Target
Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaia Kebutuhan Dana/ Sumbe Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
/Sub Kegiatan n Pagu Indikatif r Dana .p . Indikatif
Kinerja Kinerja

Pascabencana (R3P)
Kab/Kota

Pascabencana (R3P)
Provinsi sampai
dengan dinyatakan
sah dan legal paling
lama dalam 1 (satu)
tahun

Jumlah Program 1+2

Rp

18.667.877.949,00

18.258.637.401,00
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Faktor — faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan pada penyusunan perencaaan anggaran untuk

penanggulangan bencana antara lain :

1. BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib

berkenaan dengan Pelayanan dasar (SPM)

2. BPBD mempunyai target Capaian Kinerja Utama Kepala Daerah yaitu
Menurunnya Indek Resiko bencana hal ini dengan menaikkan Indek
kapasitas Daerah (IKD)

3. BPBD melaksanakan pencapaian Sdgs pada aspek Tatanan Sosial dan

Lingkungan hidup

RENJA BPBD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD

Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi

Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka BPBD perlu melakukan

kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai

kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD

BPBD dalam penyusunan rencana kerja

Prioritas pembangunan PD BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal

yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang penaggulangan

bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera.

Hal tersebut antara lain:

1.

10.

Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang
Penanggulangan Bencana

Optimalisasi Pagu Anggaran Sektoral BPBD yang rasional dan proporsional
Peningkatan kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Peningkatan kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan
Rencana Kontijensi

Pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis
bencana dan dampak bencana

Kemandiirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha didalam upaya
pencegahan/ kesiapsiagaan (Pra bencana) serta adaptasi terhadap bencana
Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan baik lintas
lembaga/intansi/PD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran

Terbitnya regulasi/kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
SPM/SOP siklus penanggulangan kebencanaan (pra, saat dan pasca bencana).
Terdapatnya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara
menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat
ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk
tertulis dan Peta

Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana di

Kabupaten Bandung.
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Prioritas Sebagaimana diatas dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana,;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Serta dalam rangka peningkatan Standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang
terdiri dari :
1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Dalam rangka menunjang program/kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten
Bandung tersebut, maka BPBD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaanya harus
ditunjang oleh anggaran program operasional dengan melakukan pemetaan ke
Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1) Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3) Penyediaan peralatan rumah tangga;
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;;
6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,;
3) Pengadaan Mebel,
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Besar
4) Pemeliharaan Mebel;
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,;
6) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya,;

7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
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9. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan ini

dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :

1)
2)

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

10.Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Kabupaten/Kota;

Penyusunan Rencana Kontijensi;

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,;

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaKabupaten/Kota,

10)Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;

11)Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

11.Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/WWabah Zoonosis Prioritas;
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota;
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan
darurat Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana;

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota;

Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit;

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

12.Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :

1)
2)

Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;

Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
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3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota;

4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;

5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

6) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota;

7) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota;

8) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota;

9) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;

10)Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan
Pascabencana Kabupaten/Kota;

11)Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas
Kab/Kota;

12)Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.

Penjelasan rencana kerja dan pendanaan BPBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan
pada Tabel 4.1 :
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Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2025

Kabupaten Bandung

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2025

Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Target Catatan
No Sasaran Kode dan Program Lokasi Ca 3ian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana
/Sub Kegiatan Kegiatan )
rer;ingklfztnya PROGRAM . S Ni:ai ;KM BPBD 1. 83.5:
ualitas kinerja PENUNJANG URUSAN | Nilai SAKIP s
A. aparatur dan xx | 1 PEMERINTAHAN Persentase BMD Kabupaten 2.380635. Rp 12.801.146.949,00 APBD
penyelenggaraan DAERAH Kondisi Baik Bandung )
urusan Persentase Dokumen
pemerintahan Perencanaan,
Eidang ] Perencanaan, Penganggaran dan BPBD
entraman dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100
Al ketertiban umum xx | 1 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah K;bugaten Persen Rp 98.000.000,00 APBD
serta Perangkat Daerah yang disusun sesuai andung
perlindungan ketentuan dan tepat
masyarakat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BPBD 6
All xx | 1| 201 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Kabupaten Dokumen Rp 10.000.000,00 APBD
Daerah Daerah Bandung
Koordinasi dan éuKrQE Zaaot:;:)?:nRﬁg ;il BPBD 5
A.1.2 xx | 1| 201 Penyusunan Dokumen R Kabupaten Rp 40.000.000,00 APBD
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Bandung Dokumen
Dokumen RKA-SKPD
Coonas gon | JmEn DI 008 gy |
Al3 xx | 1| 201 Penyusunan Dokumen K dan Lap Kabupaten K Rp 5.000.000,00 APBD
DPA-SKPD oordinasi Penyusunan Bandung Dokumen
Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian BPBD
Al4 xx | 1| 201 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kabupaten | 5 Laporan Rp 25.000.000,00 APBD
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Bandung
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

No Sasaran Kode dan Program Lokasi C.I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?::;
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyelenggaraan IJDumIaII1 Dokumen Hasil BPBD .
A2 xx | 1| 201 Walidata Pendukung enyelenggaraan Kabupaten Rp 9.000.000,00 APBD
Statistik Sektoral Daerah Walidata Pendukung Bandung Dokumen
Statistik Sektoral Daerah
Jumlah Data Statistik
Pelaksanaan Sektoral Daerah yang BPBD
A2.1 xx | 1| 201 Pengumpulan Data Telah Dikumpulkan dan Kabupaten | 20 Data Rp 9.000.000,00 APBD
Statistik Sektoral Daerah | Diperiksa Lingkup Bandung
Perangkat Daerah
Persentase Dokumen
Administrasi pelaksanaan BPBD 100
A2.2 xx | 1 2 Keuangan Perangkat Administrasi Kabupaten Persen Rp 8.968.866.949,00 APBD
Daerah Keuangan yang tepat Bandung
waktu
. . Jumlah Orang yang BPBD
A3 xx | 12,02 ?e”YEd'a” Gaji dan Menerima Gaji dan Kabupaten | 27079/ | ry  §.938.866.949,00 APBD
unjangan ASN Tuni Bulan
unjangan ASN Bandung
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil BPBD
A3.1 xx | 1| 202 ! S Kabupaten | 3 Laporan | Rp 30.000.000,00 APBD
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Bandung
SKPD Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Administrasi Barang Persentase Dokumen BPBD 100
A4 xx | 1 2 Milik Daerah pada pelaksanaan Kabupaten Persen Rp 10.000.000,00 APBD
Perangkat Daerah Administrasi Barang Bandung
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No

A4.1

A4.2

A4.3

A.5

A5.1

A5.2

A.5.3

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Milik Daerah yang
tepat waktu
Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Penilaian Penilaian Barang Milik BPBD
xx | 1| 2,03 | 3 | Barang Milik Daerah Daerah dan Hasil Kabupaten | 5 Laporan Rp 10.000.000,00 APBD
SKPD Koordinasi Penilaian Bandung
Barang Milik Daerah SKPD
Persentase Dokumen
Administrasi pelaksanaan BPBD 100
xx | 1| 2.05 Kepegawaian Administrasi Kabupaten Persen Rp 60.000.000,00 APBD
Perangkat Daerah Kepegawaian yang Bandung
tepat waktu
Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian BPBD
xx | 1| 2.05 | 7 | Beserta Atribut Dinas Beserta Atribut Kabupaten | 100 Paket Rp 50.000.000,00 APBD
Kelengkapannya Kelengkapan Bandung
Pendidikan dan Pelatihan éiﬂg:;ﬁg:v.ﬁ' as dan BPBD
xx | 1] 2.05 | 9 | Pegawai Berdasarkan F . M 9 et Kabupaten | 82 Orang Rp 5.000.000,00 APBD
Tugas dan Fungsi ungsi yang Mengt u_t| Bandung
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang
Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi BPBD
xx | 1] 205 |10 9 Kabupaten | 82 Orang Rp 5.000.000,00 APBD
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Bandung
Undangan
Persentase Dokumen BPBD
Administrasi Umum pemenuhan Pelayanan 100
xx | 1| 2.06 Perangkat Daerah Administrasi Umum Kabupaten Persen Rp 605.000.000,00 APBD
Bandung
Kantor
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi BPBD
xx | 1]206 | 1 o o Kabupaten 15 Paket Rp 20.000.000,00 APBD
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bandung
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
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No

A5.4

A.5.5

A.5.6

A.5.7

A5.8

A.6

A.6.1

A.6.2

A.6.3

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Disediakan
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan BPBD
xx | 1| 2.06 Y dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten 8 Paket Rp 150.000.000,00 APBD
Perlengkapan Kantor L=
yang Disediakan Bandung
Penvediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan BPBD
xx | 1| 2.06 4 Rumah Tangga yang Kabupaten 5 Paket Rp 20.000.000,00 APBD
Rumah Tangga o
Disediakan Bandung
Penvediaan Bahan Jumlah Paket Bahan BPBD
xx | 1| 2.06 ye Logistik Kantor yang Kabupaten 1 Paket Rp 10.000.000,00 APBD
Logistik Kantor 2
Disediakan Bandung
Penyediaan Barang g:iglignpggﬁt Barang BPBD
xx | 1| 2.06 Cetakan dan Kabupaten 6 Paket Rp 20.000.000,00 APBD
Penggandaan Penggandaan yang Bandung
Disediakan
Penyediaan Bahan éigg: Bgﬁulg f:tf;:an BPBD 4
xx | 1| 2.06 Bacaan dan Peraturan Kabupaten Rp 10.000.000,00 APBD
Perundang-Undangan Dokumen
Perundang-undangan o2 Bandung
yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi BPBD
xx | 1| 2.06 Jung \an Lap Kabupaten | 1Laporan | Rp 20.000.000,00 APBD
Tamu Kunjungan Tamu B
andung
Penyelenggaraan Rapat ;ZTIZ?ehapg:ggn Rapat BPBD
xx | 1| 2.06 Koordinasi dan Konsultasi Y . gg P .| Kabupaten | 1 Laporan Rp 360.000.000,00 APBD
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Bandung
SKPD
Penaadaan Baran Persentase Dokumen
MiIiIg Daerah 9 Pelayanan Pengadaan BPBD 100
xx | 1| 2.07 - Barang Milik Daerah Kabupaten Rp 10.000.000,00 APBD
Penunjang Urusan : Persen
" Penunjang Urusan Bandung
Pemerintah Daerah -
Pemerintah Daerah
xx | 1| 2.07 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan BPBD 0 Unit Rp - APBD
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No

A.6.4

A7

A7.1

A7.2

A7.3

A.8

A8.1

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kabupaten
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan Bandung
yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan JDL;IE:%UQ;;;(?Q?? ;?:S BPBD
xx | 2 | 2.08 | 2 | Dinas Operasional atau P Kabupaten 0 Unit Rp - APBD
Lapangan Lz_ipan_gan yang Bandung
Disediakan
Jumlah Paket Mebel yan BPBD
xx | 1] 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel N yang Kabupaten 0 Unit Rp 10.000.000,00 APBD
Disediakan
Bandung
Pengadaan Sarana dan #ggg:angsgginaéan?or BPBD
xx | 1 | 2.07 | 10 | Prasarana Gedung Kantor S Kabupaten 0 Unit Rp - APBD
i atau Bangunan Lainnya
atau Bangunan Lainnya C 2 Bandung
yang Disediakan
Penyediaan Jasa P:;see:ltiaasai I?:so;an BPBD 100
xx | 1| 2.08 Penunjang Urusan penyec Kabupaten p Rp 2.613.280.000,00 APBD
Pemerintahan Daerah Penun]_ang Urusan Bandung ersen
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan BPBD 1
xx | 1] 2.08 | 01 Y Penyediaan Jasa Surat Kabupaten Rp 10.000.000,00 APBD
Menyurat Laporan
Menyurat Bandung
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa BPBD 12
xx | 1] 2.08 | 02 | Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya | Kabupaten Laporan Rp 144.000.000,00 APBD
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Bandung
Disediakan
Jumlah Laporan BPBD
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 12
X« | 11208 4 Pelayanan Umum Kantor | Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Laporan Rp 2:459.280.000,00 APBD
o Bandung
yang Disediakan
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No

A.8.2

A.8.3

A8.4

A.8.5

A.8.6

A.8.7

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Pemeliharaan Barang BPBD
Milik Daerah Persentase BMD dalam 100
xx | 1| 2.09 Penunjang Urusan Kondisi Baik Kggrtlgua;c]en Persen Rp 445.000.000,00 APBD
Pemerintahan Daerah 9
Penye_dlaan Jasa_ Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya X
Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau BPBD
xx | 1] 2.09 Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten 1 Unit Rp APBD
Kendaraan Perorangan o
. yang Dipelihara dan Bandung
Dinas atau Kendaraan Dibavarkan Paiaknva
Dinas Jabatan y JaKny
Penye_dlaan Jasa_ Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau BPBD
xx | 1| 2.09 - ! ! Lapangan yang Dipelihara | Kabupaten 37 Unit Rp 170.000.000,00 APBD
Perizinan Kendaraan ; .
. . dan Dibayarkan Pajak dan | Bandung
Dinas Operasional atau -
Perizinannya
Lapangan
E:nmygﬁ::fan;nasgia 3 Jumlah Alat Besar yang BPBD
xx | 2 | 2.09 : » DAy Dipelihara dan dibayarkan | Kabupaten 2 Unit Rp - APBD
Pemeliharaan dan Perizinannya Bandun
Perizinan Alat Besar y 9
Jumlah Mebel yang BPBD
xx | 1| 2.09 Pemeliharaan Mebel A Kabupaten 1 Unit Rp 10.000.000,00 APBD
Dipelihara
Bandung
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan BPBD
xx | 1| 2.09 . - Mesin Lainnya yang Kabupaten 2 Unit Rp 65.000.000,00 APBD
dan Mesin Lainnya o
Dipelihara Bandung
Pemeliharaan Aset Tetap | Jumlah Aset Tetap BPBD
xx | 1| 2.09 Lainnva Lainnva vana Dipelihara Kabupaten 0 Unit Rp - APBD
Y yayang bip Bandung
xx | 1| 2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor BPBD 1 Unit Rp 200.000.000,00 APBD
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

No Sasaran Kode dan Program Lokasi C.I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya Kabupaten
Bangunan Lainnya yang Bandung
Dipelihara/Direhabilitasi
Meningkatnya Persentase
kapasitas daerah Program Penanganan Kabupaten
B.1 3 Penanggulangan 100% Rp 5.857.741.000,00 APBD
dalam B Penanggulangan Bandung
encana
penanggulangan Bencana
bencana Pelayanan Informasi Jumlah Warga Negara
B.1.1 3| 2.01 Rawan Bencana };al%;em}’;:“:g; Kg;’r‘:gjrt]e” 53;‘:‘? Rp  410.000.000,00 APBD
Kabupaten/Kota Yy 9
rawan bencana
Jumlah dokumen Kajian
Penyusunan Kajian Risiko | Risiko Bencana (KRB) Kabupaten 1
B.1.2 3|20 Bencana Kabupaten/Kota | sampai dengan Bandung | Dokumen Rp 10.000.000,00 APBD
dinyatakan sah/legal
Jumlah warga negara
termasuk kelompok
rentan di kawasan rawan
e — bencana bencana
Sosialisasi, Komunikasi,
. . Kabupaten/Kota yang
Informasi dan Edukasi memperoleh sosialisasi Kabupaten | 500000
B.2 31201 (KIE) Rawan Bencana perolen ! p Rp 400.000.000,00 APBD
komunikasi, informasi dan | Bandung Orang
Kabupaten/Kota (Per . C
. edukasi sesuai jenis
Jenis Bencana)
ancaman bencana yang
ada di kawasan tempat
tinggalnya selama 1
(satu) tahun
Pelayanan Jumlah warga negara
B.2.1 3 | 2.02 Pencegahan dan yang memperoleh Kabupaten | 250000 Rp 2.667.741.000,00 APBD
P Bandung Orang
Kesiapsiagaan layanan Pencegahan
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No

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.8

B.2.9

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Terhadap Bencana dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
- Jumlah Kawasan yang
Penguatan Kapasitas gltllngkatkan Klaqnpas:jtasnya
Kawasan untuk aqugncega an dan Kabupaten 4
31202 6 Kesiapsiagaan Bencana Rp 497.741.000,00 APBD
Pencegahan dan . Bandung | Kawasan
Kesiapsiagaan - Jumlah Kegiatan
Stabilisasi
Lereng/penahan tanah
Pengembangan Kapasitas | Jumlah Personil TRC yang Kabupaten
3| 2.02 | 8 | Tim Reaksi Cepat (TRC) Dikembangkan Kapasitas BancFI)un 0 Orang Rp - APBD
Bencana Kabupaten/Kota | Teknis dan Manajerialnya 9
Penyusunan Rencana Jumiah Dokumen Kabupaten 1
312021 9 Kontijensi Rgncar}a K_ontln]en5| yang | ‘oo dung | Dokumen Rp 200.000.000,00 APBD
Dilegalisasi
Jumlah Aparatur dan
Gladi Kesiapsiagaan Warga Negara yang Kabupaten
3120210 terhadap Bencana Mengikuti Gladi Bandung 200 Orang | Rp >00.000.000,00 APBD
Kesiapsiagaan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Rencana Penanggulangan | Kabupaten 0
3 | 2.02 | 11 | Penanggulangan Kedaruratan Bencana Bandung | Dokumen Rp 100.000.000,00 APBD
Kedaruratan Bencana : N
(RPKB) yang Dilegalisasi
Jumlah Keluarga yang
420 | 12 Pelatihan Keluarga Mengikuti Pelatihan Kabupaten 0 Keluarga Rp i APBD
Tanggap Bencana Alam Keluarga Tanggap Bandung
Bencana Alam
- Jumlah kegiatan
4 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Risiko penyelesaian akar Kabupaten | o o iatan | Rp 10.000.000,00 APBD
Bencana Kabupaten/Kota L Bandung
masalah risiko bencana
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No

B.2.10

B.2.11

B.2.12

B.3

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
(per jenis ancaman
bencana prioritas)
Kabupaten/Kota yang
tertangani
Jumlah dokumen Rencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 1
4 | 2.02 | 14 | Penanggulangan Bencana | (RPB) Kabupaten/Kota B p Rp 10.000.000,00 APBD
; andung | Dokumen
Kabupaten/Kota sampai dengan
dinyatakan sah/legal
Jumlah Peralatan
Penyelamatan Diri bagi
Penyediaan Peralatan Individu Warga Negara,
4 | 2,02 | 15 | Perlindungan dan Keluarga, maupun Kabupaten | 5, ;| pp 300.000.000,00 APBD
Kesiapsiagaan terhadap Petugas sesuai dengan Bandung
Bencana jenis ancaman bencana di
kawasan tempat
tinggalnya
Jumlah warga negara
termasuk kelompok
Pelatihan Pencegahan rentan di kawasan rawan Kabupaten
4 | 2.02 | 16 | dan Mitigasi Bencana bencana Kabupaten/Kota P 2 Kawasan | Rp 550.000.000,00 APBD
T . Bandung
Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan
pencegahan dan mitigasi
bencana
Pengendalian Operasi dan Jumiah laporan I_ayanan
. pusat pengendalian
Penyediaan Sarana operasi (pusdalops) Kabupaten
4 | 2.02 | 17 | Prasarana Kesiapsiagaan P P P p 1 Laporan | Rp 500.000.000,00 APBD
dengan Maklumat Bandung
Terhadap Bencana
Pelayanan yang sah dan
Kabupaten/Kota ! L
legal sesuai dengan jenis
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No

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

B.3.5

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?::;
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana
/Sub Kegiatan Kegiatan )
ancaman bencana yang
ada di kawasan tempat
tinggalnya
Jumlah Warga Negara
II:eIayaInan d yang memperoleh Kab
3| 2.03 Eenye al_natan an layanan Penyelamatan abupaten | 170000 Rp 1.655.000.000,00 APBD
vakuasi Korban d Bandung Orang
Bencana dan Evakuasi Korban
Bencana
Respon Cepat Kejadian Jumlah Laporan
Luar Biasa Koordinasi Respon Cepat | Kabupaten
31203 Penyakit/Wabah Zoonosis | Kejadian Luar Biasa Bandung 0 Laporan | Rp 10.000.000,00 APBD
Prioritas Penyakit/Wabah Prioritas
- SK Penetapan Status
Darurat Bencana dan
SKPDB yang Ditetapkan
Paling Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil -1
3| 2.03 Respon Cepat Darurat Dokumen Laporan Kaji Kabupaten |\ imen | Rp 350.000.000,00 APBD
Bencana Kabupaten/Kota C Bandung - 100%
epat o
- Persentase kecepatan
respon kurang dari 24
jam untuk setiap status
darurat bencana (%)
Jumlah Korban yang
Pencarian, Pertolongan Berhasil Ditemukan, Kabupaten 100000
3] 203 dan Evakuasi Korban Ditolong, dan Dievakuasi Bandung Orang Rp 165.000.000,00 APBD
Bencana Kabupaten/Kota | Per Jenis Kejadian
Bencana
3| 203 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana | Kabupaten 0 Rp i APBD
) Operasi Kedaruratan operasi yang sah/legal Bandung | Dokumen
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No

B.3.6

B.3.7

B.3.8

B.4

B.4.1

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Aparatur SDM
Peningkatan Kapasitas BPBD Provinsi dan lintas
Sumber Daya Aparatur perangkat daerah yang Kabupaten
3| 2.03 | 8 | dalam penangananan memiliki kemampuan P 50 Orang | Rp 150.000.000,00 APBD
Bandung
keadaan darurat penanganan keadaan
Kabupaten/Kota darurat dalam aspek
manajerial dan teknis
. - Jumlah Korban Bencana
Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan yang Mendapatkan Kabupaten 70000
31203 9 . Distribusi Logistik Rp 960.000.000,00 APBD
Evakuasi Korban Bencana | Bandung Orang
Kabupaten/Kota Penye ar_natan dan
Evakuasi Korban Bencana
Jumlah dokumen SK
Penetapan Status Darurat
Respon Cepat Bencana Bencana dan SKPDB yang
3 | 2.03 | 10 | Non Alam Ditetapkan Paling Lama | Kabupaten 1 Rp 10.000.000,00 APBD
S . 1x24 Jam berdasarkan Bandung | Dokumen
Epidemi/Wabah Penyakit .
Hasil Dokumen Laporan
Investigasi KLB dan
Epidemiologi Terpadu
Jumlah Laporan
Aktivasi Sistem Komando | Pelaksanaan Aktivasi Kabupaten
3 | 2.03 | 11 | Penanganan Darurat Sistem Komando P 0 Laporan Rp 10.000.000,00 APBD
Bandung
Bencana Penanganan Darurat
Bencana Kanupaten/Kota
Penataan Sistem Persentase lembaga
3 | 2.04 Dasar kebencanaan/PD yang | Kabupaten | ;5000 | py  1.125.000.000,00 APBD
Penanggulangan melaksanakan Bandung
Bencana penyelenggaraan
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No

B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.4.5

B.4.6

B.4.7

B.4.8

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
penanggulangan
kebencanaan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Regulasi Regulasi Pendukung Kabupaten 1
3| 2.04 Penanggulangan Bencana | Penyelenggaraan B p 10.000.000 APBD
andung | Dokumen
Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana
di Daerah
Jumlah Dokumen Tata
3] 204 Penguatan Kelembagaan Kelola Kelembagaan Kabupaten 1 10.000.000 APBD
Bencana Kabupaten/Kota Bandung | Dokumen
Bencana Daerah
Kerjasama antar Jumlah Dokumen Kerja
Lembaga dan Kemitraan | Sama antar Lembaga dan | Kabupaten 1
3| 204 dalam Penanggulangan Kemitraan dalam Bandung | Dokumen >0.000.000 APBD
Bencana Kabupaten/Kota | Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan
3] 2.04 Pemanfaatan Sistem Jumniah D_ata dan Kabupaten 1 100.000.000 APBD
: Informasi Kebencanaan Bandung | Dokumen
Informasi Kebencanaan
Pembinaan dan .
Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Kabupaten
3| 2.04 9 Binwas Penyelenggaraan p 1 Laporan 10.000.000 APBD
Penyelenggaraan Bandung
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM aparatur
SDM Aparatur Kabupaten
3] 2.04 penanggulangan bencana 100 Orang | Rp 100.000.000,00 APBD
Penanggulangan Bencana ana memiliki kompetensi Bandung
Kabupaten/Kota yang P
Jumlah Aparatur BPBD
Lo . Provinsi dan lintas
3| 2.04 Bimbingan Teknis Pasca perangkat daerah Provinsi Kabupaten 100 Orang Rp 95.000.000,00 APBD
Bencana Kabupaten/Kota " Bandung
yang memiliki
kemampuan teknis dalam
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No

B.4.9

B.4.10

B.4.11

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?::;
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana
/Sub Kegiatan Kegiatan )
menyusun dokumen
Pengkaijian Kebutuhan
Pascabencana
(JITUPASNA) dan
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pascabencana (R3P)
Jumlah penyelesaian
dokumen Rencana Aksi
Pen_yusunan Rencana Penerapan Standar
3| 2.04 éle(fa:yl:;inairal\ﬁi{:\?rr?at??gs;d) Pelayanan Minimal (SPM) | Kabupaten 0 APBD
) Sub Urusan Bencana Sub Urusan Bencana Bandung | Dokumen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota sampai
dengan dinyatakan
sah/legal
Jumlah penyelesaian
kegiatan pascabencana di
Koordinasi penanganan semua sektor sesuai
3| 2.04 Pascabencana berdasarkan Rencana Kabupaten | o\ oiatan 350.000.000,00 APBD
Rehabilitasi dan Bandung
Kabupaten/Kota Rekontruksi
Pascabencana (R3P)
Provinsi yang dilegalkan
. L Jumlah keterlibatan
Peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan
masyarakat dan dunia dunia usaha dalam
3| 2.04 usaha dalam penanganan Kabupaten 1 50.000.000,00 APBD
penanganan . Bandung Lembaga
Pascabencana pas_cabe_zncana Provinsi
Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non
pemerintah antara lain :
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No

B.4.12

B.4.13

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2025

Indikator Kinerja

Kode dan Program Lokasi C‘I;argiztn Kebutuhan Dana/ Sumber g:':t?ﬁn
Program/Kegiatan /Kegiatan/Sub Kiger'a Pagu Indikatif Dana 9
/Sub Kegiatan Kegiatan )
lembaga filantropi,
lembaga swadaya
masyarakat, organisasi
kemasyarakatan,
organisasi sosial,
organisasi keagamaan,
organisasi relawan,
perguruan tinggi, media
massa dan dunia usaha
yang telah terdaftar dan
legal
Fasilitasi pengumpulan
) Jumlah data penduduk
3| 2.04 | 12 | data penduduk didaerah | . ioh G qaerah rawan | KaPUPALEN |y ohoran | Rp 50.000.000,00 APBD
rawan bencana lintas b Bandung
encana
Kab/Kota
Jumlah penyelesaian
Penvusunan Kaiian dokumen Pengkajian
Y ) Kebutuhan Pascabencana
Kebutuhan Pascabencana A
dan Rencana Rehabilitasi
(JITUPASNA) dan dan Rekonstruksi Kabupaten 2
3 | 2.04 | 13 | Rencana Rehabilitasi dan P Rp 325.000.000,00 APBD
- Pascabencana (R3P) Bandung | Dokumen
Rekontruksi o >
Provinsi sampai dengan
Pascabencana (R3P) .
dinyatakan sah dan legal
Kab/Kota !
paling lama dalam 1
(satu) tahun
Jumlah Program 1+2 Rp 18.667.877.949,00
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BAB V
PENUTUP

5.1 Penutup

Dengan adanya Rencana Kerja maka penetapan prioritas pembangunan yang
merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi,
dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema OPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Bandung maupun OPD yang membidangi urusan lain. Rencana Kerja BPBD
merupakan rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mewujudkan pembangunan yang
lebih baik dan tepat guna. Dengan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019
tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai
persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud
nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam
menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru

penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025
dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Bandung selama
kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek
Kabupaten Bandung juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2025. Adapun fungsi dari Renja tahun anggaran 2025 ini
sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja pada tahun anggaran 2023 bagi

BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung selain menjadi pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD
Kabupaten Bandung. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten

Bandung.
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Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2025 kami susun

sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-~ T~
1AR K4 Kabupaten Bandung

CAD

s-H..Uka Suska Puiji Utama, M.Si.
Pembina Utama Muda, 1V/c
NIP. 19670914 199501 1 001

Disahkan Oleh:
Bupati Bandung,

Dr. H. Mochammad Dadang Supriatna, S.lp., M.Si.
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Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

No

Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian

Ada

Tidak

Faktor Ketidaksesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaan
Apabila Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat
Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.

Pengolahan data dan informasi.

Analisis gambaran pelayanan Perangkat
Daerah.

Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah
tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat
Daerah.

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penelaahan rancangan awal RKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran.

Penelaahan usulan masyarakat.

BPBD tidak melaksanakan
Kegiatan MUSRENBANG
sementara untuk Kegiatan
berdasarkan Top Down
dan Pokok Pikiran

Perumusan kegiatan prioritas.

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

10.a.

Menyelaraskan program dan kegiatan
Perangkat Daerah dengan usulan program dan
kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.

BPBD tidak melaksanakan
Kegiatan MUSRENBANG
sementara untuk Kegiatan
berdasarkan Top Down
dan Pokok Pikiran

10.b.

Mempertajam indikator dan target kinerja
program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

10.c.

Mensinkronkan program dan kegiatan antar
Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan
dan sinergitas pelaksanaan.

10.d.

Menyesuaikan pendanaan program dan
kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai
surat edaran Bupati.

11.

Sasaran program dan kegiatan Perangkat
Daerah disusun berdasarkan pendekatan
kinerja, perencanaan dan penganggaran
terpadu.

12.

Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah
dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah telah dibahas dalam
forum Perangkat Daerah.




Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No Jenis Kegiatan Kesesuaian Tindak Lanjut
Faktor Ketidaksesuaian Penyempurnaan
Ada | Tidak Apabila Tidak

13. |[Pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-

masing Perangkat Daerah telah menyusun dan v

memperhitungkan prakiraan maju.
14. |Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah v

disahkan.

&

Soreang, Juli 2024
Kepala Pelaksana
Bada_gfgnanggulangan Bencana Daerah

~iAn 4 Kabupaten Bandung
A ‘—-,-(%_ \

"4 Brs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001
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